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Prioritas dan Plafon Anggaran Sernentana yang rneliputi rencana perdapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah ïA n24, Prioritas Belanja Dærah, Plafon Anggaran

Semenlara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan ProgramKegiatan, dan Rencana

Pembiayaan Daerah T A 2024.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menjamin konsistensi antara dokumen

perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran berupa APBD maka

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Medasari ketentuan tersebut

Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersama DPRD Kabupaten Purbalingga menyusun

dan menyepakati PPAS Tahun Anggaran 2024 sebagai pedoman dalam penyusunan

APBD Kabupaten Furbalingga Tahun Anggaran 2024.

PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 berisikan rancangan

program prioritas dan plafon anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk

setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)

Tahun Anggaran 2024. Sedangkan RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanä belanja, program, kegiatan

dan sub kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

B. Tujuan Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2024

Penyusunan PPAS Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dimaksudkan untuk

memberikan pedoman mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan. Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 untuk seluruh urusan pembangunan, baik urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintah pilihan, unsur pendukung

urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan

urusan pemerintahan, unsur kewilayahan dan unsur pemerintahan umum. Juga

menyajikan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan anggaran untuk

masing-masing program pembangunan dan disertai plafon anggaran untuk masing-

masing urusan dan program pembangunan.

C. Dasar Hukum Penyusunan PPASTahun 2024

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS)Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

L. Undang-undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
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Negara RlTahun 2003 Nomor 47,Tambaha.n Lembaran Negara Rl Nomor a286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor tO4, Tambahan

Lembaran Negara Rl Nomor aa2L);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 -lahun 2Ot4

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 56791;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Repubik lndonesia

Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2OLg tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2OZI -
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021- Nomor 5);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2019

Tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 90 Tahun 201-9

Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 f ahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2023 tetang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.
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I¡. RENCANA PENERIMAAN DAERAH

A. Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas

umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan

daerah yang dituangkan dalam PPAS Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang

terukur secara rasional, memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya dan

dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kebijakan yang

ditempuh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk meningkatkan pendapatan

daerah adalah dengan melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),

mengupayakan peningkatan alokasi pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer,

sefta mengupayakan peningkatan alokasi Dana-dana Dekonsentrasi, Tugas

Pembantuan, maupun dana lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 diproyeksikan

mencapai Rp.2.021,.496.268.000,00 yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah / PAD

Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp.304.861.286.000,00. Apabila

dibandingkan dengan PAD dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2023, pendapatan

tersebut naik sebesar Rp.2.883.232.000,00. Sedangkan apabila dibandingkan

dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2024,

sumbangan PAD tersebut mencapai angka t5,03%.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar

Rp.1.71-3.078.982.000,00. Apabila dibandingkan dengan pendapatan transfer

dalam APBD MurniTahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.16.361.587.000,00

yang berasal dari kenaikan Bagi Hasil Pajak Provinsi. Sedangkan apabila

dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun

Anggaran 2024, sumbangan Pendapatan Transfertersebut mencapai angka 84,7 yo.

Sumbangan terbesar pendapatan transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat

sebesar Rp.1.550.018.935.000,00 dengan komponen Dana Perimbangan sebesar

a
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Rp.1.301.744.9O2.OOO,00 yang terdiri dari : DBH sebesar Rp.29.770.860.000,00,

DAU sebesar Rp.859.598.255.000,00 dan Dana Transfer Khusus/Dana Alokasi

Khusus (DAK) yang diproyeksikan sebesar Rp.4!2.375.787.000,00 yang terdiri atas

DAK Fisik sebesar Rp.78.101.871.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar

Rp.334. 273.9 16.000,00, serta Da na Desa sebesar Rp.248.27 4.033.000, 00.

Sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah yangterdiri dari Bagi Hasil Pajak dan

Bantuan Keuangan dari Provinsi diproyeksikan sebesar Rp.163.060.047.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan dari bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan

sebesar Rp.4.556.000.000,00, yang terdiri dari Pendapatan Hibah. Apabila

dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun

Anggaran 2023, sumbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tersebut

mencapai angka 0,23%. Dan apabila dibandingkan dengan target APBD Murni

Tah un 2023 menga la mi pen u ru na n sebesar Rp.7.3 16.500.000,00.

B. Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar

Rp.59.000.000.000,00 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

tahun 2023 serta Pencairan Dana Cadangan.

Adapun proyeksi Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan

adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Target Penerimaan Daerah TA.2024

2.L.1

2.r

2

1.4

1.3

1.2

1,.L

L

NO. PENERIMAAN DAERAH

A. JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

Dana Perimbangan

Transfer Pemerinta h Pusat

Pendapatan Transfer

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Retribusi Daerah

Pajak Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.30r.744.902.000

1.550.018.935.000

L.7t3.O78.982.000

188.628.019.000

22.208.643.000

L2.787.398.000

80.237.226.000

304.861.286.000

PROYEKSI TA2O24

2.02t.496.268.000
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4.2

4.1

4

3.1

3

2.2.2

2.2.L

2.2

2.I.5

2.L.L.4

2.L.t.3

2.t.1..2

2.L.t.t

NO.

Pencaira n dana cadanga n

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA.2023 (SILPA)

Penerimaan Pembiayaan Daerah

B. JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Hibah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Bantuan Keuangan

Pendapatan Bagi Hasil

Transfer Antar Daerah

Dana Desa

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non

Fisik

Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil

PENERIMAAN DAERAH

6.000.000.000

53.000.000.000

s9.000.000.000

4.556.000.000

4.556.000.000

1_4.813.000.000

L48.247.047.000

1_63.060.047.000

248.274.033.O00

334.273.916.000

78.101.871.000

859.598.255.000

29.770.860.000

PROYEKSI TA2O24
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III. PRIORITAS BELANJA DAERAH

A. Prioritas Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 secara umum

diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan

kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; Urusan

Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Urusan Pilihan, Pendukung

Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan urusan yang
a

penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana

diarusutamakan dalam SDGs. Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan

pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik

dan reformasi birokrasi. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar

dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan.

Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan PiovinsiJawa Tengah,

serta Rancangan Teknokratis RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 202I-2026, maka

prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024

dilaksanakan dengan tema "Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan

Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia", dengan menitikberatkan pada

beberapa prioritas sebagai berikut:

1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, dengan fokus pada:

a. Meningkatkan ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat

b. Peningkatan Layanan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan

Kesejahteraan Sosial (PPKS)

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang lnklusif, dengan fokus pada:

a. Pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro - kecil secara tepat sasaran

b. Menciptakan Perluasan Lapangan Kerja, antara lain melalui:

c. Pemulihan Aktivitas Wisata dan Ekonomi Kreatif '

d. Mengembangkan Komoditas Sektor Primer yang memiliki nilai strategis

e. Peningkatan Kualitas Pasar Rakyat.
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3. Peningkatan Kualitas Manusia, dengan fokus pada:

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan

c. Peningkatan cakupan pelayanan KB;

d. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

e. Pengembangan Kegiatan Kepemudaan dan Olah Raga

4. Pemeliharaan dan Peningkatan lnfrastruktur Berkelanjutan, dengan fokus pada:

a. Memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi,

pelayanan dasar dan kawasan khusus

b. Memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus

barang dan orang

c. Peningkatan lnfrastruktur dan Manajemen Pengelolaan Sampah

d. Pembangunan RuangTerbuka Hijau

5. Peningkatan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:

a. Penyelengggaraan pemerintahan berbasis kinerja melalui pengembangan

regulasi dan sistem penunjang kinerja;

b. Peningkatan a ku nta bilitas penyelen gga.ra an pemerintaha n

c. Peningkatan lnovasi pelayanan publik

d, Mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

6. Penguatan Desa, dengan fokus pada:

a. Optimalisasi Potensi Desa melalui Pengembangan Desa Tematik;

b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Penguatan Peran lembaga

kemasyarakatan dalam Pembangunan Daerah;

c. Peningkatan tertib administrasi tatakelola pemerintahan desa

d. Peningkatan saràna dan prasarana desa.

Adapun matriks Kinerja Sasaran Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun

2024 sebagaimana terlihat pada Tabel lll.1 berikut:
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TABEL III.1. KINERJA SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Misi 1: Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efektif, lnovatif, Bersih Akuntabeldan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada
Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan

vanq baik
lndeks Reformasi Birokrasi Angka 66,22 (B) 67,89 (B)

75

NilaiSAK|P
Angka 64,06 (B)

65,94 (B)
70

I Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah daerah

Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan
terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan: Meningkatkan kondusifitas wilayah dan
masyarakat yang tertib dan toleran

Angka konflik sosial dan

kriminalitas

per 10,000

penduduk
1,487 1,703 1,44

Angka konflik sosial
per 10,000

penduduk
0,07 0,02 0,058

Angka kriminalitas
per 10,000

penduduk
1 39 1 6B 1,47

1
Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran

Trantibum

Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak
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16,24 15,30 13,5 - 14,5Angka Kemiskinan PersenTujuan: Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat

79,33 NA 82,7lndeks Ketahanan Pangan Skor

93,01 94,75 93,26Cakupan akses air minum layak Persen

93 59t 92,62Persen 93,18Cakupan sanitasi layak

99,32Persen 98,92
98,97Cakupan Kawasan permukiman

tidak kumuh perkotaan

1 Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok

masyarakat

88,73
89,22

84,03
Cakupan PPKS yang

mendapatkan program pemerintah
Persen2 Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu

Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Misi4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

69,54 70 I 6Angka 69,1 5lndeks Pembangunan Manusia

Angka 93,08 NA 93,58
lndeks Pembangunan Gender
(rPG)

Tujuan: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing

Sumberdaya Manusia dan Kesetaraan Gender

Tahun 12,00 12,01 12,25Angka Harapan lama sekolahMeningkatnya kualitas pendidikan1

73,21 73,28 73,4Usia Harapan Hidup Tahun2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

531,00
660Nilai 580 53Kabupaten Layak Anak3 Meningkatnya keberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Misi ke.5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan

manufaktu¡, peÉanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap beroriantasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta diduku¡g

dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja
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Persen 3,19 5,41 5-6Tujuan: Meningkatnya daya saing ekonomi
daerah

Pertumbuhan Ekonomi

Rupiah /jiwa 26,190,000 28,260,000 28.257.6471 Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah Nilai PDRB Per Kapita

Persen 6,05 5,23 <52 Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha Tingkat Pengangguran Terbuka

Misi ke-6 : Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan

kemasya rakatan dan pemberdayaan masyarakat desa

Angka 0,6919 0,7033 0 79
Tujuan: Meningkatnya kualitas pengelolaan dan
kemandirian desa

lndeks Desa Membangun

1 Meningkatnya status kemandirian desa Persentase desa dengan kategori

desa mandiri dan maju
Persen 30,80 38,84 47,32

Misi ke-7 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

lndeks Daya Saing lnfrastruktur

Daerah
Angka 89,39 82,94 81,750

Angka 71,66 66,1 6 69,70

Tujuan : Menin gkatnya lnf rastru ktu r wi laya h yan g

berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup
yang berkelanjutan lndeks Kualitas Lingkungan Hidup

(rKLH)

Angka 8B 77 85,40 83,Blndeks jalan mantap

Persen 90 80,49 97.5Ratio konektivitas angkutan jalan

75 76Persentase luas oncoran air irigasi Persen 74

1 Meningkatnya kualitas infrastruktur

Ketaatan pelaksanaan penataan

ruang
Persen 92,22 92,99 90

2 Optimalnya pemanfaatan ruang

lndeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 71,66 66,1 6 69,703 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
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B. Sinkronisasi Prioritas Pemerintah Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan

Nasional dan Pemerintah ProvinsiJawa Tengah

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga

tahun 2024 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya. Selain itu,

perencanaan pembangunan daerah Purbalingga juga disusun dengan

memperhatikan berbagai kebijakan prioritas pembangunan nasional, terutama yang

tertuang dalam prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 dan prioritas

pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2024, sebagai bentuk keselarasan antara

kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten.

Oleh karena itu, kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten

Purbalingga Tahun 2024 diselaraskan dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan

Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan

Berkeadilan;

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin

Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

5. Memperkuat lnfrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan lklim; serta

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Secara lengkap sinkronisasi kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten

Purbalingga dengan kebijakan prioritas pembangunan Nasional sebagaimana

terdapat pada tabel berikut.

Tabel lll.2
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Prioritas 1 : Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Masyarakat
Prioritas 5. Memperkuat lnfrastruktur untuk
mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar

11
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Prioritas 6 : Penguatan Desa

Prioritas 5 : Peningkatan Pelayanan Publik

Prioritas 4 : Pemeliharaan dan
Pen ingkatan I nfrastruktur Berkelanjuta n

Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Manusia

Prioritas 2 : Peningkatan Pertumbuhan
Ekonomi Daerah yang lnklusif

Prioritas 2 : Mengembangkan Wilãyah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Prioritas 7 : Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik

Prioritas 5. Memperkuat lnfrastruktur untuk
mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar; dan

Prioritas 6 :

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan
Ketahanan Bencana dan Perubahan lklim

Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

dan

Prioritas 4 :

Revolusi Mental dan Pembangunan
Kebudayaan

Prioritas 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan
berkeadilan

Selain selaras dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan daerah

Kabupaten Purbalingga juga diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan

provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yangdiprioritaskan pada :

1-. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis

sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan

infrastruktur yang merata dan berkualitas;

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan

adaptif secara inklusif dan merata;

3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka

mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;

4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Secara lengkap sinkronisasi kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten

Purbalingga dengan kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

T2
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Prioritas 6 : Penguatan Desa

Prioritas 5 : Peningkatan Pelayanan
Publik

Prioritas 4 : Pemeliharaan dan
Peningkatan lnfrastruktur
Berkelanjutan

Prioritas 3

Manusia
Peningkatan Kualitas

Prioritas 2 : Peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi Daerah
yang lnklusif

Prioritas L : Pemenuhan Kebutuhan
Pokok Masyarakat

Prioritas 1 : Peningkatan kapasitas
perekonomian yang berdaya saing dan

merata berbasis sektor unggulan didukung
dengan pengendalian inflasi yang lebih
optimal dan infrastruktur yang merata dan
berkualitas; dan

Prioritas 4 : Perbaikan tata kelola
pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Prioritas 4 : Perbaikan tata kelola
pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif

Prioritas L : Peningkatan kapasitas
perekonomian yang berdaya saing dan
merata berbasis sektor unggulan didukung
dengan pengendalian inflasi yang lebih
optimal dan infrastruktur yang merata dan
berkualitas; dan
Prioritas 3. Peningkatan pengelolaan sumber
daya alam dan lingkungan hidup dalam
rangka mengoptimalkan daya dukung dan
daya tampung

Prioritas 2 : Peningkatan kualitas sumber
daya manusia yang lebih pintar, sehat,
bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata

Prioritas 1 : Peningkatan kapasitas
perekonomian yang berdaya saing dan
merata berbasis sektor unggulan didukung
dengan pengendalian inflasi yang lebih
optimal dan infrastruktur yang merata dan
berkualitas

Prioritas 1 : Peningkatan kapasitas
perekonomian yang berdaya saing d.an

merata berbasis sektor unggulan didukung
dengan pengendalian inflasi yang lebih
optimal dan infrastruktur yang merata dan
berkualitas

Tabel lll.3
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga dengan

Prioritas Pembangunan ProvinsiJawa Tengah Tahun 2024
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IV. PTAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM / KEGIATAN

Dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Semantara Tahun Anggaran 2024, plafon

anggaran dihitung dan didistribusikan per urusan dan satuan kerja yang merupakan

plafon anggaran sementara untuk belanja urusan sesuai kewenangan. Kemampuan

penyediaan anggaran yang dialokasikan untuk belanja urusan sesuai kewenangan Tahun

An gga ra n 2024 diproyeksi ka n seb esa r R p.2. 077. 556. 268. 000,-.

Plafon anggaran belanja urusan sesuai kewenangan tersebut selanjutnya

didistribusikan untuk membiayai seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Kabupaten baik itu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan

Dasar; Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar;

Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur

Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur

Kewilayahan dan Unsur Pemerintahan Umum.

A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan daerah

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024 sebagaimana telah dituangkan

dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor.65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 telah disusun plafon

anggaran sementara untuk masing-masing urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang secara rinci tertuang dalam Tabel |V.1.

Tabel lV.1

Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

1.O1.02.2.01.0025

1.01.02.2.01.0022

1.01.02.2.0't.0021

1.01.02.2.01.001'l

1.01 .02.2.01 .0009

1.01 .02.2.01 .0006

1.01 .02.2.01 .0005

1.01 .02.2.01 .OOO4

1 .01 .02.2.01 .0003

1.01.02.2.01

1.01.02

't.01.2.22.0.00.02.0000

1,01

1

KODE

Pemb¡naan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

Rehabilítasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pembangunan Perpustakaan Sekolah

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

DINAS PEND¡DIKAN DAN KEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

243.106.000,00

4.119.277.000,00

1.655.629.000,00

1 15.526.000,00

120.975.000,00

5.362.166.000,00

2.635.926.000,00

2.01 5.225.000,00

4.276.272.O00,00

117.712.645.000,00

1 63.985.307.000,00

734.415.214.000,00

768.124.271.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET
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1.01.01

LO1 .04.2.01 .0002

1.O1.O4.2.O1

1.01.04

1.0't.02.2.04.0046

1.01.02.2.04.0017

1.O1.O2.2.O4.OO16

1.O1.O2.2.O4

1.01 .02.2.03.001 I
1.01.02.2.03.0017

1 .01 .02.2.03.0016

'I .01 .02.2.03.0015

1 .01 .02.2.03.0013

't.o't.o2.2.o3.oo't2

1.01.02.2.03.0004

1.O1.02.2.03.OO02

1-O1.O2-2-O3

1.01.02.2.02.0064

1.01 .02.2.02.0060

1.01.02.2.02.0058

1.01.02.2.02.0045

1.01 .02.2 02.0044

1.01 .02.2.02.0043

1.01 .02.2.02.0042

1 01.02.2.02.0039

1.O1 .O2.2.O2.OO38

1.01 .02.2.02.0035

1.01.02.2.02.0032

1.01.02.2.02.0024

1.01.02.2.02.0018

1.01.02.2.02.0017

1.01.02.2.02.0016

1.01 .02.2.02.0014

1.01.02.2.02.0012

I .01 .02.2.02.0006

1.O1 .O2.2.O2.OOO4

1.01.02.2.02

1.01 .02.2.01 .0051

1 .01 .02.2.01 .0049

1.01.02.2.01.0048

1 .01 .02.2.01 .0031

1.01 .02.2.01 .0030

1.01.02.2.01.0029

1.O1.O2.2.O1.OO28

1.O1.O2.2.O1.OO27

1.01.02.2.01.0026

KODE

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi
Satuan Pendid¡kan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Pemerataan Kuant¡tas dan Kual¡tas Pendid¡k dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan
Pendidi kan Nonforma l/Kesetaraan

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Pengelolaan Dana BOP PAUD

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

Pengembangan Karir Pendid¡k dan Tenaga Kepend¡d¡kan pada
Satuan Pendidikan PAUD

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD

Pengadaan Alat Prakt¡k dan Peraga S¡swa PAUD

Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan
Utilitas PAUD

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah
Pertama

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa

Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah
Pertama

Rehab¡l¡tasl Sedang/Berat Sarane, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium

Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pembangunan Laboratorium

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah

Pengelolean Pend¡d¡kan Sekolah Menengah Pertama

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan
Pendidikan Sekolah Dasar

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

568.389.223.000,00

1 10.641 .000,00

110.641.000,00

110.641 .000,00

197.360.000,00

4.524.400.000,00

58 279.000,00

4.780.039.000,00

75.000.000,00

83.948.000,00

88.759.000,00

8.831 .928.000,00

70.000.000,00

33.203.000,00

482.513.000,00

'I .249.776.000,00

22.087.244.000,00

241.215.000,00

77.664.000.00

70.000.000,00

35.000.000,00

695.000.000,00

5.788.000.00

834.900.000.00

3.1 05. 1 80.000,00

212.941 .000,00

208.005.000,00

41.265.000,00

2.866.364.000,00

735.000.000,00

345.000.000,00

270.000.000.00

4.146.1 16.000,00

866.102.000,00

1.562.500.000,00

400.000.000,00

19.405.379.000,00

12.31 1.947.000,00

82.164.000,00

592.678.000,00

8.541 .810.000,00

82.496.000,00

65.229.500.000.00

657.000.000,00

125.752 000,00

9.545.1 96.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Ro)
KET
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1.02.02.2.02.0007

1.02.02.2.02.0006

1.O2.O2.2.02.0005

1.02.02.2.02.0004

1.02.02.2.O2.0003

1.02.02.2.02.OO02

1.02.02.2.02.000'l

1.02.02.2.02

1.02.02.2.01.0026

1.O2.02.2.O1 .0024

1.02.02.2.01 .0023

1.02.O2.2.O1 .OO22

1.02.02.2.01.O014

1 .02.02.2.01 .0009

L02.02.2.01.0002

1.02.02.2.01

1.02.02

1.02.0.00.0.00.01.0000

1,02

'1 .01 .01 .2.09.0009

1 .01 .01 .2.09.0006

1.01 .01.2.09.0002

1.01 .01 .2.09

'1.01 .01 .2.08.0004

1 .01 .01 .2.08.0003

'L01 .01 .2.08.0002

1 .01 .01 .2.08.0001

1.01.01.2.08

1 .01 .01 .2.06.001 1

'l .01 .01 .2.06.0009

1.0'1 .01 .2.06.0008

1 .01 .01 .2.06.0006

1 .01 .01 .2.06.0004

1.01 01.2.06.0001

1.0r.01 .2.06

1 .01 .01 .2.05.001 0

1.01 .01 2.05.0009

1.01 .01 .2.05

1 .01 .01 .2.03.0006

1.01.01 .2.03

1.01.0'1.2.02.0002

1.01 .01 .2.02.0001

't.o't.01.2.02

1.01.01 .2.01 .0007

1.01 .01 .2.01.0001

1.01.01.2.01

KODE

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pengelolaan Pèlayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan peda Usia Pendidikan Dasar

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Bersalin

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas
Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan
Keluarga

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,,
Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Pengembangan Rumah Sakit

Pengadaan Alat KesehataniAlat Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas

Pembangunan Puskesmas

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

DINAS KESEHATAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnye

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Dae¡ah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggarâan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaa n Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

8.550.000,00

5.950.000,00

10.300.000,00

19.500.000,00

266.141.000,00

67.500.000,00

82.650.000,00

1.497.960.000,00

7.000 000,00

8.000.000,00

5.000 000 000,00

2 000.000.000,00

3.298.947.000,00

12.887.211.000,00

500.000.000,00

27.476.381 .000,00

53.850.756.000,00

171 .806.562.000,00

394.664.852.000,00

35.076.000,00

14.194.000,00

168.033.000.00

217.303.000,00

391.992.000,00

5.785.000.00

'175.404.000,00

640.000,00

573.821.000,00

7.680.000,00

13.265.000,00

4.000.000,00

797.000,00

25.707.000,00

1 824.000,00

53.273.000,00

485 000 000,00

4.000.000,00

489.000.000,00

150.485.000,00

I 50.485.000,00

132.244.000,00

67.391.000,00

566.703.714.000,00

566.903.349.000,00

996.000.00

996.000,00

1.992.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

1 6



1.02.03.2.03.0001

1.O2.O3.2.O3

1 .02.03.2.02.0003

1.O2.O3.2.O2.OOO2

1.O2.O3.2.02

1.02.03.2.01.0002

1 .02.03.2.01 .0001

1.02.03.2.01

1.02.03

1.02.02.2.04.0003

L02.02.2.04.0002

1.02.02.2.04.0001

't.02.02.2.04

1.O2.O2.2.O3.OOO2

1.02.02.2.0s

1.02.02.2.02.0042

1.02.02.2.02.0040

1.02.O2.2 02.0038

1.O2.O2.2.02.0036

1.02.02.2.02.0035

1.02.02.2.O2.OO34

1.02.02.2.02.0033

1.02.02.2.02.0032

1.02.O2.2.02.0028

1.O2.02.2.02.0026

1.02.02.2.02.0025

1.02.02.2.02.0022

1.02.O2.2.O2.0021

1.02.O2.2.02.OO20

1.02.02.2.02.00'19

1.02.02.2.02.0018

1.O2.02.2.O2.0017

1.02.O2.2.02.0016

1.02.02.2.02.OO15

1.02.02.2.02.0014

1.02.02.2.02.0013

1.02.02.2.O2.0012

1 .02.02.2.02.O011

L02.02.2.02.0010

1.02.02.2.02.0009

1.02.02.2.02.0008

KODE

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber
Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai
Standar

Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

Pemberian lzin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN

Peningkatan Mutu Pelayana n Fasil¡tas Keseh atan

Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengendalian dan Pengawasen serta Tindak Lanjui Pengawasan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Lainnya

Penerbitan lzin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan Tin g kat Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Sistem lnformasi Kesehatan

Penyelenggaraan Sistem lnformasi Kesehatan Secara
Terintegrasi

Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT)

lnvestigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian lkutan Pasca
lmunisasi dan Pemberian Obat Massal)

Pelaksanaan Akredltasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan La¡nnya

Operas¡onal Pelayanan Puskesmas

Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah
Kesehatan Jiwa (ODMK)

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan
Mandiri, dan Tradisional Lainnya

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak
Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa (KLB)

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi
HIV

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa
Berat

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

943.197.000,00

943.1 97.000,00

6.600.000,00

16. r 60.000,00

22.760.000,00

3.500.000,00

5.200.000,00

8.700.000,00

974.657.000,00

172.991 .000,00

3.000.000,00

3.072.000,00

179.063.000,00

60.100 000,00

60.1 00.000,00

400.000,00

8.325.000,00

80.000.000,00

225 000,00

138.896.000,00

205.600.000,00

249.104.000,00

4.000.000,00

600.000,00

22.661 .877.000,00

68.587.500,00

2.750.000,00

10.000.000,00

122.750.000,00

4.000.000,00

90.953.000,00

5.350.000,00

49.900.000,00

228.733.000,00

900.000,00

6.600.000,00

650 000,00

3.200.000,00

6.500.000,00

71 049.000,00

13.200.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rol
KET
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1.02.01.2.'t0

1 .02.01 .2.09.0009

1.02.01 .2.09.0006

1.02.01 .2.09.0002

1.02.01.2.09

1.02.01 .2 08.0004

1 02.0'1 2.08.0003

'l.02.01.2.08.0002

1 02 01 2.08.0001

1.O2.O1-2-O8

1.02.01 2.06.001 1

1 .02.01 .2.06.0009

1.02.01 .2.06.0008

1 .02.01 .2.06.0006

1 .02.01 .2.06.0004

1 .02.01 .2.06.0001

1.02.01.2.06

1.02.01 .2.05.001 1

't.02.01 .2.05.0009

1.02.01.2.05

1 .02.01 .2.03.0006

1.02:01.2.03

'l.02.01 .2.02.0004

1.02.01.2.02.0002

1.02.01.2.02.0001

1.O2.O1.2.O2

1.02.01 .2.01.0007

I .02.01 .2.01 .0001

'1.02.01.2.01

1.02.01

1 .02.05.2.03.0001

1.02.05.2.03

't.02.05.2.02.0001

1.O2.05.2.O2

1 .02.05.2.0r .0001

1.O2.O5.2.O1

1.02.05

1.02.04.2.06.0001

1.02.04.2.06

1.O2.O4.2.01 .OO01

1.O2.04.2.01

1.O2.O4

KODE

PenÍngkatan Pelayanan BLUD

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharáan Peralatan dan Mesin La¡nnya

Penyedia¿¡ Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kenc,iaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikas¡, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis lmplementas¡ Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adm¡n¡stras¡ Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber
Daya.Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat

Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Advokasi, Pemberdayaan, Kem ¡traan, Peni ngkatan Peran serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-ltJlinuman lndustri
Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market
pada Produksi dan Produk Makanan Minuman lndustri Rumah
Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Pemberian lzin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN
MAKANAN MINUMAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.553.1 94.000,00

5.000.000,00

5 000.000,00

309.500.000,00

319.500.000,00

402.012.000,00

11.973.000,00

293.604.000,00

800 000,00

708.389.000,00

6.400.000,00

1 1 000 000,00

7.000 000,00

2.200.000,00

25.000.000,00

2.500.000,00

54.100.000,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

77.500.000,00

86.340.000,00

'1 1 3.464.181 .000,00

113.628.021.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

4.500.000,00

114.723.710.000,00

60.508 000,00

60.508.000,00

56 000.000,00

s6.000.000,00

21 600.000,00

21.600.000,00

76.050.000,00

158.966.000,00

158.966.000,00

354.410.000,00

354.410.000,00

513.376.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rpl
KET

18



1.03.01.2.02

1.03.01 .2.01 .0007

1.03.01 .2.01-0001

1.03.01.2.O1

1.03.01

'1.03. 12.2.03.0003

1.O3.12.2.03

1 .03.1 2.2.01 .0007

1 .03.1 2.2.01 .0006

1.03.12.2.01

1.03.'t 2

1.03.1 1 .2.04.0004

1.03.11.2.04

1.03.11.2.02.0013

1.03.',t1.2.02

1.03.1 1.2.01.0016

1.03.'t1.2.01

1.03.11

1 .03.1 0.2.01 .0046

1 .03.1 0.2.0 1 .0044

1 .03.1 0.2.01 .0043

1 .03.1 0.2.01 .0039

1 .03.10.2.01 .0038

r .03.10.2.01 .0034

L03.1 0.2.0'l .0032

1 .03.10.2.01 .0031

1.03.10.2.01

1.03.10

1.03.08.2.01 .0023

1.03.08.2.01 .0021

1.03.08.2.0'l

1.03.08

1.03.02.2.O2.OO32

1.03.02.2.02.0021

1.03.02.2.02.0015

1.03.02.2.02.0014

1.03.02.2.02

1.03.02

1.03.0.00.0.00.01.0000

1,03

I .02.01 .2.1 0.0001

KODE

Adm¡n¡strasí Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang

Koord¡nas¡ dan Sinkron¡sasi Pemanfaatan Ruang Daerah
Kabupaten/Kota

Penyebarluasan lnformasi Penataan Ruang

Pelaksanaa n Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Kabupaten/Kota

Pengawasan Tert¡b Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi

Penyediaan Data dan lnformasi Jasa Konstruksi Cakupan
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem lnformasi Jasa Konstruksi Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota

Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,
Teknisi atau Analis

Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pemeliharaan Rutin Jalan

Rehabilitasi Jalan

Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Rehabilitasi 
Jembatan

Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pemel¡haraan Berkala Jalan

Pembangunan Jalan

Penggant¡an Jembatan

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Penyelenggaraan Penerb¡tan Persetujuan Bangunan Gedung
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan
Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran
Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai
Teknis (IPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui
SIMBG

Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah
Kabupaten/Kota, Pemberian lzin Mendirikan Bangunan (lMB)
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air lrigasi

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi Permukaan

Rehabilitasi Bendung lrigasi

Rehabilitasi Jaringan lrigasi Permukaan

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem lrigasi Primer dan
Sekunder pada Daerah lrigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

DINAS PEKERJAAN.UMUM DAN PENATAAN RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

9.525.391 .000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

4.500.000,00

10.965.805.000,00

100.000.000,00

100.000.000,00

30.000.000,00

135.970.000,00

165.970.000,00

265.970.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

28.855.000,00

28.855.000,00

52.408.000,00

52.408.000,00

96.263.000,00

12.1 00.000.000,00

14.1 75.000.000,00

200.000.000,00

200.000.000,00

884.000.000,00

9.889.000.000,00

855.000.000,00

800.000.000,00

39.1 03.000.000,00

39.1 03.000.000,00

257.437.000,00

7.700.000.000,00

7.957.437.000,00

7.957.437.000,00

61.395.000,00

900.000.000,00

717.621.000,00

450 000.000,00

2.1 29.016.000,00

2.129.016.000,00

60.517.491 .000,00

89.732.874.000,00

3.553.194.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRo)
KET
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1.O4.02.2.02.0001

1.O4.O2.2.O2

1.04.02.2.01 .0009

't .04.o2.2 01 .0003

1.04.02.2.01

1.04.02

1,04

1.03.05.2.01 .0023

1.03.05.2.01.0022

1.03.05.2.01

1.03.05

1 .03.04.2.01 .0010

1.03.04.2.01

1.03.04

1 .03.03.2.01 .0032

1.03.03.2.01 .0028

1.03.03.2.01 .0026

1.03.03.2.01

1.03.03

1.04.'t.03.2.1 0.02.0000

1.03.01 .2.09.0009

1.03.01 .2.09.0006

1 .03.01 .2.09.0002

1.03.01 .2.09

1 .03.01 .2.08.0004

1 .03.01 .2.08.0003

1 .03.01 .2.08.0002

1 .03.01 .2.08.000'1

1.03.01 .2.08

1.03.01.2.06.001 1

I .03.01 .2.06.0009

1 .03.01 .2.06.0008

1 .03.01 .2.06.0006

1.03.01 .2.06.0004

r .03.01 .2.06.000'l

1.03.01.2.06

1.03.01 .2.05.0009

1.03.01.2.05

'1.03.01 .2.03.0006

1.03.01.2.03

1.03.01 .2.02.0004

1.03.01.2.02.0002

1.03.01 .2.02.0001

KODE

Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
kepada MasyarakaUSukarelawan Tanggap Bencana

Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

ldentif¡kas¡ Perumahan dl Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya
yang Belum Tertangani

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban
Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domest¡k (SPALD)
Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat

Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Terpusat Skala Permukiman

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH

Pembang unan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS

Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN REGIONAL

Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan

Pen¡ngkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan La¡nnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

DOkungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Admin¡stras¡ Kepegawa¡an Perangkat Dae¡ah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

2.956.000,00

6.976.000,00

20.000.000,00

4 020.000,00

24.020.000,00

126.987.000,00

6.408.170.000,00

7.361 .387.000,00

500 000.000.00

7.861.387.000,00

7.861.387.000,00

4.'t01 .000.000,00

4.101.000.000,00

4.10r.000.000,00

6.526.996.000,00

2.1 80.000.000,00

8.546.000.000,00

1 7.252.996.000,00

17.252.996.000,00

35.873.047.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

574.357.000,00

584.357.000,00

578.496 000,00

1.500.000,00

173 736 000,00

1.925.000,00

755.657.000,00

9.600.000,00

7.200.000,00

9.500.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

3.600.000,00

55.900.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

54.800.000,00

89.397.000,00

9.38 1 .1 94.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Ro)
KET
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1.04.O4.2 01 .0001
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KODE

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaa n Bahan Bacaa n dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
untuk Menunjang Fungsi Hunian

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN
UTTLTTAS UMUM (PSU)

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)
Ha

Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
pada Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KUMUH

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan
Pengembangan Perumahan

Penerbitan lzin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota

Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme
Akses Pembiayaan Perumahan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

5.000.000,00

5.000.000,00

130.456.000,00

140.456.000,00

417.108.000,00

432.000,00

23.366.000,00

374.000,00

441.280.000,00

3.665 000,00

4.956.000,00

1 000.000,00

25.000.000,00

681.000,00

35.302.000,00

4.000 000,00

4.000.000,00

18.527.000,00

',l8.527.000,00

58.240.000,00

73.496.000,00

3.1 73.089.000,00

3.304.825.000,00

2.000.000,00

2.500.000.00

4.500.000,00

3.948.890.000,00

3.520.000,00

551.496.000,00

555.01 6.000,00

555.01 6.000,00

1 .131 .843.000,00

LI 31.843.000,00

1.131.843.000,00

645.434 000,00

645.434.000,00

645.434.000,00

5.824.000,00

5.824.000,00

50.247.000,00

39.920.000,00

90.167.000,00

4.020.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

12



1 .05.01 .2.06.0009

1.05.01 2.06.0008

1 .05.01 .2.06.0006

1.05.0r .2.06.0004

1.05.01 .2.06.0001

1.05.01.2.06

1 .05.01 .2.05.0009

1.05.01.2.05

1 .05.01 .2.03.0006

1.05.01 .2.03

1 .05.01 .2.02.0004

1.05.01.2.02.0002

1.05.01 .2.02.0001
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1.05.04

1.05.02.2.03.0006

1.O5.02.2.03
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1 .05.02.2.0'1 .0015
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1
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.0000

1,05

KODE

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Adm¡nistrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Adm¡nistras¡ Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi
Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non
Kebakaran

Pencegahan, PengenUalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,
PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

Pembintan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/Kota

Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala daerah

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan
BupatiMali Kota

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan
Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Koord inasi Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiba n Um um
serta Perlind ungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERA MAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4 200.000,00

2.700.000,00

1.000.000,00

25 000 000.00

2.150.000,00

41.050.000,00

4.220.000,00

4.220.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

25.000.000,00

76.322.000,00

5.208.088.000,00

5.309.410.000,00

2.000.000,00

6.783.000,00

8.783.000,00

7.259.792.000,00

13.777.000,00

13.777.000,00

45.000.000,00

45.000.000,00

58.777.000,00

7 500.000,00

7.500.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000.00

26.000.000,00

23.790.000,00

541 .340.000,00

21 1 .175.000,00

9.900.000,00

5.450 000,00

791.655.000,00

825.1 55.000,00

8.1 43.724.000,00

11 .653.299.000,00

PLAFON
ANGGARAN
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KODE

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Adm¡n¡strasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyed¡aan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Eencana
Kabupaten/Kota

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana kabupaten/kota

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
Kabupaten/Kota

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sosialisasi. Komun ikasi, lnformasi dan Edukasi (KlE) Rawan
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)

Pelayanan lnformasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

ULANGAN

Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemel Pemel iharaan Pajak dan
Perizinan Kendaraan D¡ nas Operasion al atau Lapa ngé n

Milik Daerah rusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Duku
pada

ngan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

553.000.000,00

2.050.000,00

58.857.000,00

664.000,00

614.571.000,00

2.400.000,00

5 000.000,00

3 320.000,00

12.075.000,00

966.000,00

23.761.000,00

3.320.000,00

3.320.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

26.400.000,00

67.843.000,00

2.009.233.000,00

2.103.476.000,00

1.660.000,00

1.992.000,00

3.652.000,00

2.971.959.000,00

26.600.000,00

62.912.000,00

8.770.000,00

80.000.000,00

r78.282.000,00

28.000.000.00

206 000.000,00

4.814.000,00

'18.352.000.00

15.032 000,00

272.198.000,00

87 136.000,00

87.1 36.000,00

537.61 6.000,00

3.509.575.000,00

8.930.000,00

565.'169.000,00

574.099.000,00

1 .263.760.000,00

3.225.000,00

49.545.000,00

500.000,00

1.317.030.000,00

6.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Roì
KET
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1

1.06.02.2.03

1.06.02

1.06.2.1 4.2.08.06.0000

1,06

1 .05.01 .2.09.0009

1.05 01.2.09.0006

1.05.0'1 .2

1.05.01.2.09

KODE

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan
Nasional Kabupaten/Kota

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Koord¡nas¡, Sosielisas¡ dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

Penyediaen Sandang

Penyediaan Makanan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kcita

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Fasilitasi Bantuan Sosia I Kesejahte raa n Kelua rg a

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Pemberian Layanan Rujukan

Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

Pemberian Layanan Kedaruratan

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Can Sosial

Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Penyediaan Alat Bantu

Penyediaan Sandang

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan
Pengemis di Luar Panti Sosial

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia da
Lembaga Konsultasi Keseja hteraan Kelua rga (LK3)

n Penguatan

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

raan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan unan Lainnya

dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pen unjang Urusan
Pemerintahan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,. KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.791 .911 .000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

4.500.000,00

5.028.844.000,00

19.807.000,00

10.000.000,00

29.807.000,00

29.807.000,00

17.692.000,00

17.692.000,00

31 .127.000,00

10.375.000,00

103.756.000,00

145.258.000,00

I 62.950.000,00

I .881 .465.000,00

71 .293.000,00

1.952.758.000,00

1.952.758.000,00

2.000 000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2 000 000,00

uA27.000,00

6.788.527.000,00

3.320.000,00

50.000.000,00

7.960.000,00

6.942.234.000,00

6.942.234.000,00

2.440.000,00

453.000.000,00

7.269.000,00

386.301 .000,00

849.010.000,00

849.010.000,00

27.794.298.000,00

14.965.603.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

210.579.000,00

220.579.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRol
KET
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a

2.07.05.2.02.0002

2.07.05.2.02.0001

2.07.05.2.02

2.O7.O5

2.07.04.2.01.0002

2.07.04.2.01

2.07.04

2.07.03.2.02.0001

2.07.03.2.02

2.07.03.2.01.0002

2.O7.03.2.01.0001

2.O7.O3.2.O1

2.07.03

2.O7.O2.2.O1.OOO3

2.O7.O2.2.O1

2.O7.O2

2.07.3.32.0.00.02.0000

2,07

2

1.06.01 .2.09.0009

1 .06.01 .2.09.0006

1.06.01 .2.09.0002

1.06.01 .2.09

1.06.01 .2.08.0004

1 .06.01 .2.08.0003

1.06.01 .2.08.0002

1 .06.01 .2.08.0001

1.06.01.2.08

1 .06.01 .2.07.0009

1.06.01.2.07

1.06.01.2.06.001 1

1 .06.01 .2.06.0009

1 .06.01 .2.06.0008

I .06.01 .2.06.0006

1.06.01 .2.06.0004

1.06.01 .2.06.0001

1.06.01.2.06

1 .06.01 .2.05.0009

1.06.01.2.05

1 .06.01 .2.03.0006

1.06.01.2.03

1.06.01 .2.02.0004

1 .06.01 .2.02.0002

1 .06.01 .2.02.0001

KODE

Penyelesaian Perselisihan Hubungan lndustrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang BerakibaVBerdampak pada
Kepentingan di'1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Perselisihan Hubungan lndustrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang BerakibaVBerdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan
lndustrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pelayanan antar Kerja

Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pembinaan Lembagâ Pelatihan Kerja Swasta

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta
untuk Penyediaan lnstruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja

Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi
Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Pelaksanaan Pelat¡han berdasarkan Unit Kompetensi

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS
TENAGA KERJA

Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan La¡nnya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausehean Barang Milik Daerah pada SKPD

Adm¡n¡stras¡ Barang M¡l¡k Daerah pada Perangkat Daerah

Koord¡nas¡ dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

20.000.000,00

18 000 000,00

38.000.000,00

38.000.000,00

975.000.000,00

975.000.000,00

975.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

'1.200.000,00

539.882.000,00

541.082.000,00

545.082.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

6.163.619.000,00

6.152.419.000,00

s.000.000,00

5.000.000,00

258.280.000,00

268.280.000,00

708.024.000,00

1.800.000,00

167.458.000,00

332.000.00

877.614.000,00

32.000.000.00

32.000.000,00

3.500.000.00

10.156.000.00

6.328.000,00

800.000,00

24.768.000,00

1.500.000,00

47.052.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

3.487.000,00

3.487.000,00

34.514.000,00

68.740.000,00

3.688.657.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET
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2.08.03.2.01 .0002

2.08.03.2.01

2.08.03

2.O8.02.2.03.0002

2.08.02.2.03

2.O8.02.2.02.0002

2.O8.O2.2.02.0001

2.08.02.2.02

2.08.02.2.01.0002

2.08.02.2.01

2.O8.O2

1.06.2.1 4.2.08.06.0000

2,O8

2.07.01 .2.09.0009

2.07.01 .2.09.0006

2.07.O1.2.09.0002

2.07.01.2.09

2.07.O1.2.08.0004

2.07.01 .2.08.0003

2.07.01.2.08.0002

2.07.01 .2.08.0001

2.O7.01.2.08

2.07.01.2.06.0011

2.07.0r .2.06.0009

2.07.01 .2.06.0008

2.07.01 .2.06.0006

2.07.01.2.06.0004

2.07.01.2.06.O00'l

2.07.01.2.06

2.07.01 .2.05.0009

2.07.01.2.05

2.07.01 .2.03.0006

2.07.01.2.03

2.07.01.2.02.OO04

2 07.01 .2.02.0002

2.07.01.2.02.0001

2.07.01.2.02

2.07.01.2.O1 .0007

2.07.O1.2.01 .0001

2.07.01.2.01

2.07.O1

KODE

Advokas¡ Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan
Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenan gan Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partis¡pasi
Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan Ekonomi

Pemberdayaan Perempuen Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordina¡i dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan
Kabupateh/Kota

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga
Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemer¡ntahan Daerah

Penyediaan :lasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

6.480.000,00

6.480.000,00

20.463.000,00

14.366.000,00

14.366.000,00

178.924.000,00

3.000.000,00

181.924.000,00

11 .783 000,00

11 .783.000,00

208.073.000,00

27.794.298.000,00

292.1 36.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

11 1.577.000,00

'121.577.000,00

658.092.000,00

1.000.000,00

194.584.000,00

600.000,00

854.276.000,00

5.560.000,00

6.680.000,00

2.400.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

5.000.000,00

45.640.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

37. 180.000,00

55.369.000,00

3.457.795.000,00

3.550.344.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

4.500.000,00

4.586.337.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRoì
KET

26



l.

2.09.04

2.09.03.2.04.0003

2.09.03.2.04.0002

2.09.03.2.04.0001

2.O9.03.2.04

2.09.03.2.01 .0016

2.09.03.2.0r .0014

2.09.03.2.01 .0010

2.09.03.2.01

2.09.03

2.09.02.2.01.0004

2.O9.O2-2-O1

2.09.02

2.09.3.25.0.00.02.0000

2,Og

2.08.07.2.02.0005

2.08.07.2.02

2.

2.08.07.2.O1 .0003

2.08.07.2-0'l

2.O8-O7

2.08.06.2.02.0004

2.08.06.2.02.0003

2.08.06.2.O2,0002

2.08.06.2.02

2.08.06.2.01 .0002

2.08.06.2.01 .0001

2.08.06.2.01

2.08.06

2.08.05.2.01

2.O8.O5.2-O1

2.08.05

2.08.03.2.02.0001

2.08.03.2.02

KODE

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Koordinasi dan Sinkronisas¡ Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi
per Kap¡ta per Tahun

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita
Per Tahun

Pelaksanaan Pencapaian Target Konsums¡ Pangan
Perkapita/Tahun sesua¡ dengan Angka Kecukupan Gizi

Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga
Pangan Pokok Strategis

Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota

Penyed¡aan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan
Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN
PANGAN MASYARAKAT

Koord¡nasi dan Sinkronisasi Penyed ¡aan lnfrastruktur Logistik

Penyediaan lnfrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian
Pangan sesuai Kewenangan Dae¡ah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK
KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan'Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan kebijakan lprograml kegiatan pencegahan KTA

Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan
kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan
layak Anak, dan DRPPA

Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para
Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, lnformasi dan Edukasi Pemenuhan
Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kotà

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan HakAnak
pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia
Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah,
dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan
Kabupaten/Kota

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data
Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data d¡ Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN
ANAK

Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bag
Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

i Perempuan

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan
Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

468.000.000,00

3.200.000,00

28.000.000,00

2 400.000,00

33.600.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

4.000.000,00

10.400.000,00

¿14.000.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

6.004.832.000,00

5.318.623.000,00

5.316.000,00

5.316.000,00

16.501 .000,00

2.500 000.00

19.001.000,00

24.317.000,00

7.172.000.00

5.495.000,00

5.785.000,00

18.452.000,00

9.460.000,00

7.055.000,00

16.515.000,00

34.967.000,00

4.316.000,00

4.316.000,00

4.316.000,00

r 3.983.000,00

13.983.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRo)
KET
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2.10.10

2.10.05.2.01 .0002

2.10.O5-2-O'l

2.10.05

2.10.04.2.O1 .OO02

2.'10.04.2.01

2.10.04

1.04.1.03.2.1 0.02.0000

2,10

2.09.01 .2.09.0009

2.09.01 .2.09.0006

2 09 01.2.09.0002

2.09.01.2.09

2.09.01 .2.08.0004

2.09.01 .2.08.0002

2.09.01 .2.08.0001

2.09.01.2.08

2.09.01 .2.06.001 I

2

2.09.01 .2.06.0008

2.09.01 .2.06.0006

2.09.01 .2.06.0004

2.09.01 .2.06.0002

2.09.01 -2.06.0001

2.09.01.2.06

2.09.01 .2.05.0009

2.09.01.2.05

2.09.01 .2.03.0006

2.09.01.2.03

2.09.01 .2.02.OO04

2.09.01

2.09.01.2.02.0001

2.09.01.2.02

2.09.01.2.01.000V

2.09.01 .2.01.0001

2.09.01.2.01

2.09.01

2.09.05.2.01 .0009

2.09.05.2.01 .0007

2.09.05.2.01 .0004

2.09.05

2.09.04.2.02.0002

2.09.04.2.02

KODE

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN
SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Mediasi Penyeiesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyed¡aan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan
segar asal tumbuhan

Penyediaan Sarana Pengujian keamana
asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

n dan mutu pangan segar

Rekomendasi Keamanan Pangan SegarAsal Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
Kabupaten/Kota

PEN

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan,
Pangan pada Kerawanan Pangan yang

dan Penyaluran Cadangan
Mencakup dalam I (satu)

Daerah Kabupaten/Kota

Penanganan Kerawanan Pan gan Kewenangan Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

156.350.000,00

88.036.000,00

88.036.000,00

88.036.000,00

5. 108.000,00

5.108.000,00

5.108.000,00

35.873.047.000,00

249.494.000,00

5.000.000,00

4 000.000,00

159.807.000,00

168.807.000,00

282.705.000,00

168.665.000,00

400.000,00

451.770.000,00

2.400.000,00

6.800.000,00

3.600.000,00

1-000.000,00

25.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

46.800.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

32.000.000,00

71.200.000,00

4 007.546 000,00

4.1 10.746.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

4.500.000,00

4.789.823.000,00

10.000.000,00

800.000,00

4.400.000,00

15.200.000,00

15.200.000,00

468.000.000,00

468.000.000,00

ANGGARAN
SEMENT

'KET
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z.',t1.10

2.1 1.09.2.01.0001

2.11.09.2.0',1

2.11.O9

2.11.08.2.01 .0005

2.11.O8.2.01

2.'t1.08

2.1 1 .06.2.0r .0005

2.1 1.06.2.0r.0001

2.11-06.2.O1

2.11.06

2.11.O5.2.01 .0002

2.11 05,2.01.0001

2.11.05.2.01

2.11.05

2.11.04.2.01.0007

2.'11.04.2.01.0006

2.11.04.2.01.0004

2.11.04.2.01

2.11.04

2.11.03.2.0't.OOO2

2.11.03.2.01.0001

2.11.O3.2.01

2.11.03

2.11.02.2.02.0002

2.',t't.02.2.02

2,11.02.2.01.0006

2.'t1.02.2.01

2.1',t.02

2.1 1.0.00.0.00.01.0000

2,11

2.10.10.2.01.0003

2.10.10.2.01

KODE

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Penilaian Kinerja MasyarakaULembaga Masya rakaVDu nia
Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pember¡an Penghargaan L¡ngkungan H¡dup T¡ngkat Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK
MASYARAKAT

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Bidang lingkungan hidup untuk Lembega pendidikan
formal/lembaga masyarakaUkomun¡tas/kelompok masyarakat

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat
Dqerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah
terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban lzin Lingkungan
dan/atau lzin PPLH

Pembínaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang lzin Lingkungan dan lzin PPLH Diterbitkan oleh
Pemerintah Daera h Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan
Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah 83

Fas¡l¡tasi Pemenuhan Komitmen lzin Penyimpanan sementara
Limbah 83 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peny¡mpanan sementara Limbah 83

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (83) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN (LTMBAH 83)

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Heyati

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
(KEHATT)

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas
Rumah Kaca, Mit¡gas¡ dan Adaptasi Perubahan lklim

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media
Tanah, Air, Udara, dan Laut

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU
KERUSAKAN LINGKUNGAN H¡DUP

Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota

Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH) Kabùpaten/Kota

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah
Kabupaten/Kota

Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

10.419.000,00

20.541.000,00

20.54'1.000,00

20.s41.000,00

20.541.000,00

20.54r.000,00

20.541.000,00

13.779.000,00

5.140.000,00

18.919.000,00

18.919.000,00

9.917.000.00

'10.014 000.00

19.931.000,00

19.931.000,00

20.040.000,00

7146.000,00

810.957.000,00

838.143.000,00

838.143.000,00

10.375.000,00

225.940.000,00

236.31 s.000,00

236.31 5.000,00

120.000.000,00

120.000.000,00

26.562.000,00

26.562.000,00

146.562.000,00

16.200.s56.000,00

1 6.200.556.000,00

156.350.000,00

1 56.350.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRoì
KET
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2.12.04.2.03

2.12.O4

2.12.03.2.02.0004

2.12.03.2.02

2.12.03

2.12.02.2.O3.0002
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2.12.02

2.1 2.0.00.0.00.01.0000

2,12

2.11.01 .2.09.0009

2.1 1 .01 .2.09.0006

2.11.01.2.09.0002

2.11.0't.2.09

2.11.01.2.08.0004

2.1 1 .01 .2.08.0003

2.11.01.2.08.0002

2.1 1 .01 .2.08.0001

2.11.01.2.08
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2.1 1 .01 .2.06.0009

2.1 1 .01 .2.06.0008

2.1 I .01 .2.06.0006
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2.1 1 .01 .2.06.0001

2.11.O1-2-06

2.1 1 .01 .2.05.0009

2.',t1.01.2.05

2.I 1 .01 .2.03.0006

2.',11.01.2.03

2.11.01.2.02.0004

2.11.01 .2.02.0002

2.11.01.2.02.0001

2.'t1.01.2.02

2.11 .01 .2 01 .0007

2.11.O1.2.01 .0001

2.11.01.2.01

2.'t1-O1

2.11 .11 .2.0'l .0017

2.11.11.2.01 .OOO4

2.11.1',t.2.01

2.11.11

2.11.10.2.01.0004

2.1't.10.2.01

KODE

Penyelenggaraan Pengelolaan lnformasi Administrasi
Kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemel¡haraan Peralatan dan Mes¡n Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan
Pemerintahan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pen)çdiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adm¡n¡strasi Kepegawa¡an Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasí Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah
di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,
PSEUPLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank
Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan pereturan
perundanqan

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan
Persampahan

Pengelolaan Sampah

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan
Perusakãn Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota

Penyelesa¡an Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

274.114.000,00

274.114.000,00

87.112.000,00

87.112.000,00

87.1 12.000,00

1.141 385.000,00

1.1 4l .385.000,00

1.141 .385.000,00

6.263.294.000,00

6.263.294.000,00

5.000.000,00

7.325.000,00

180.861 .000,00

193.186.000,00

123.192.000,00

1.618.000,00

140.1 36.000,00

283.000,00

265.229.000,00

4.383.000,00

3.320.000,00

2.391.000,00

797.000,00

21.853.000,00

351.000,00

33.095.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

'1.992.000,00

1.992.000,00

35.466.000,00

59.065 000,00

8.866.547.000,00

8.961 .078.000,00

1.536.000.00

'1.340.000,00

2.876.000,00

9.461.456.000,00

5.392.828.000,00

34.901.000,00

5.427.729.000,00

5.427.729.000,00

10.419-000,00

10.419.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRol
KET

30



2.13.04.2.01.0007

2.13.04.2.01 .0005

2.13.04.2.01.0004

2.13.04.2.01 .0003

2.13.04.2.01 .0002

2.13.04.2.01 .0001
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2.13.O4

2.13.03.2.01 .0002

2.1 3.03.2.01 .0001

2.13.O3.2.01

2.13.03

2.1 3.02.2.01 .0006

2.13.02.2.01.0003

2.13.02.2.0't.0002

2.13.02.2.01

2.13.02

2.1 3.0.00.0.00.01.0000

2,13

2.12.01.2.09 0009

2.12.01 .2.09.0006

2.12.O1 .2.09.0002

2.12.01.2.O9

2.12.01.2.08.0004

2.12.0't.2.08.OO03

2.12.01.2.08.0002

2.12.01.2.08.0001

2.12.01.2.08

2.12.01.2.06.OO11

2j2.01.2.06.0009

2.12.01.2.06.0008

2.1 2.01 .2.06.0006

2.12.01.2.06.0004

2.12.01 .2.06.0001

2.12.01.2.06

2.12.01.2.05.0009

2.12.O1.2.O5

2j2.01.2.03.0006

2.1z.O't.2.03

2.12.01.2.02.0004

2.12.01.2.O2.0002

2.12.01.2.02.0001

2.12.O1.2.O2

2.12.01.2.O1 .0007

2.12.O1 .2.01 .0001

2.12.01.2.01

2.12.01

2.12.04.2.O3.0003

KODE

Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunen Desa

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan Desa

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Keia Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Fasilitasi Kerja Sama antar Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

Fasilitasi Tata W¡layah Desa

Penyelenggaraan Penataan Desa

PROGRAM PENATAAN DESA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin La¡nnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Adfn¡n¡strasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Pengan g garan, dan Eval uasi Kinerja Peran g kat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Terkait Pengelolaan lnformasi Administrasi
Kependudukan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.798.000,00

150.629.000,00

180.189.000,00

7.512.000,00

3.021.000,00

205.1 75.000,00

613.522.000,00

613.522.000,00

49.470.000,00

6.142.000,00

55.6.12.000,00

55.6't 2.000,00

11.620.000,00

1.992.000,00

1.992.000,00

15.604.000,00

15.604.000,00

8.191.678.000,00

8.1 91.678.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

141 .499.000,00

151.499.000,00

1 .1 04.264.000,00

5.000.000,00

125.300.000,00

520.000,00

1.235.084.000,00

5.600.000,00

6.000.000,00

4.000.000,00

1.000.000,00

20.000.000,00

5.000.000,00

41.600.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

29.883.000,00

22.430.000,00

3.266.1 87.000,00

3.31 8.500.000,00

2.000 000,00

1.500.000,00

3.500.000,00

4.760.683.000,00

274.114.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET
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KODE

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peiundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Mílik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyed¡aan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan
Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
DesaiKelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Adat

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,
LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan
Kelurahan

Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

Fasilitas¡ Penyusunan Profil Desa

Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa

Pembinaan daÌr Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja
Sama antar Desa

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1 52.692.000,00

1 79.1 90 000,00

3.826.000,00

50.976 000,00

446.000,00

234.438.000,00

1.992.000,00

3.820.000,00

3.820.000,00

960.000,00

r 8.762.000,00

1.240.000,00

30.594.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

1.826.000,00

1.826.000,00

23.900.000,00

57.640.000,00

2.688.882.000,00

2.770.422.000,00

1.660.000.00

1.994.000,00

3.654.000,00

3.197.626.000,00

342.891 000,00

166.094.000,00

13 781 000,00

6.840 000,00

16 601 .000,00

3.763.1 07.000,00

4.309.314.000,00

4.309.314.000,00

15.421.000,00

4.980.000,00

3.320.000,00

8.300.000,00

7.155.000,00

3.320.000,00

6.640.000,00

14.062.000,00

PLAFON
ANGGARAN
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lntegrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB

Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra
Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Pemberdayaan dan Pen¡ngkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam
Pelaksanaan Pelayanan dan Pembínaan Kesertaan Ber-KB

Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jeiarinonva

Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan
Penggunaan MKJP

Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP)

Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk
Jaringan dan Jejaringnya

Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat
Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah
Kabupaten/Kota

Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan
oleh PKB/PLKB

Penggerakan Kader lnstitusi Masyarakat Pedesaan (lMP)

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan
(PKB/PLKB)

Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja

Komunikasi, lnformasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana
sesua¡ Kearifan Budaya Lokal

Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa
Cetak danElektronik serta Media Luar Ruang

Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana
melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat
Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)

Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga
Kencana

Pengendalian Program KKBPK

Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, lnformasi dan Edukasi
(KlE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya
Lokal

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencena (Bangga Kencana)

Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan
Pelayanan KB

Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem lnformasi
Keluarga

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota

PelaksanaanRapat Pengendalian Program Bangga Kencana

lmplementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
dan Nonformal

Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam
rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bang unan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

9.000.000,00

12.676.000,00

579.676.000,00

23.961 .000,00

2.023.861 .000,00

3.320.000,00

2.053.207.000,00

29.700.000,00

4.134.049.000,00

262.000.000,00

478.000 000,00

740.000.000,00

120.000.000,00

6.976.000,00

152.500.000,00

234.000.000,00

866.700.000,00

80.000.000,00

1.460.176.000,00

6.913.901 .000,00

13.561.000,00

1 18.824.000,00

180.600.000.00

66.259.000,00

379.244.000,00

5.976.000.00

6.225.000,00

2.557 000,00

14.758.000,00

394.002.000,00

27.794.298.000,00

12.536.559.000,00

5.000.000,00

4.842.000,00

142.850.000,00
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PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek
Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyed¡aan Angkutan Umum untukJasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor lnspeksi, Audit dan
Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Audit dan lnspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan Kabupaten/Kota

Penyed¡aan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan lzin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota

Penerbitan lz¡h Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas
Parkir

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama
dan Penunjang)

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana lnduk Jaringan
LláJ Kabupaten/Kota

Penetapan Rencana lnduk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

DINAS PERHUBUNGAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga bagi Mitra Kerja

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam
Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga

Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana
(Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA)

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapata n Keluarga Akseptor (UPPKA)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA (KS)

Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di
Kampung Keluarga Berkualitas

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

5.752.047.000,00

133 150.000,00

133.1 50.000,00

144.900.000,00

144.900.000,00

8.061.000,00

8.061.000,00

10.956.000,00

10.956.000,00

193.896.000,00

193.896.000,00

92.648.000,00

92.648.000,00

17.600.000,00

17.600.000,00

158.400.000,00

13.720 351 .000,00

s0.000.000,00

2 250 000 000,00

16.178.751.000,00

26 000.000,00

26.000.000,00

1 6.805.962.000,00

22.558.009.000,00

22.558.009.000,00

7.500.000.00

7.500.000,00

4.844.700.000,00

9.417.000,00

360.000.000,00

7.039.000,00

5.221 .1 56.000,00

5.228.656.000,00

558.000.000,00
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Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Sistem Jaringan lntra Pemer¡ntah Daerah

Penatalaksarlaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub
Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan
Komunitas

Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik

Pelayanan lnformasi Publik

Pengelolaan Med¡a Komunikasi Publik

Pengelolaan lnformasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan La¡nnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan
Pemerintahan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasí Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1.660.000,00

1.992.000,00

3.6s2.000,00

5.763.994.000,00

2'1.508.000,00

21.508.000,00

727 478.000,00

20.000.000,00

747.478.000,00

768.986.000,00

18.264.000,00

20.000.000,00

269.985.000,00

231.500.000,00

539.749.000,00

539.749.000,00

7.161.445.000,00

7.072.729.000,00

5.000.000,00

1s.280.000,00

155.655.000,00

175.935.000,00

1.167.876.000,00

'1.660.000,00

126.51 1.000,00

368.000,00

1.296.415.000,00

4 800.000,00

4.500.000,00

1.500.000,00

22.445.000,00

2.041.000,00

35.286.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

52.029.000,00

80.160.000,00

4.099.722.000,00

4.231 .91 1.000,00

2.000.000.00

2.500.000.00

4.500.000,00
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Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA
KEC|L, DAN USAHA MTKRO (UMKM)

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

Pemberdayaan dan Perli
Keanggotaannya dalam

ndungan Koperasí yang
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
KOPERASI

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang
Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENDIDIKAN DAN I.ATIHAN PERKOPERASIAN

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Kewenangan Kabu paten/Kota

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan
Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam I (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang
Wilayah Kean ggotaan nya Daera h Kabupate n/Kota

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyed¡aan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

um Perangkat Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Admin¡stras¡ Kepegawaian Perangkat Daerah

Penetausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

13.360 000.00

1.621 .384.000,00

1.62r.384.000,00

198.2S5.000,00

198.265.000,00

198.265.000,00

183.800.000,00

183.800.000,00

1 83.800.000,00

21.580 000,00

21.580.000,00

21.s80.000,00

80.000 000,00

80.000.000,00

80.000.000,00

6.924.853.000,00

6.924.853.000,00

2.000.000,00

3.491 .000,00

90.000.000,00

95.491.000,00

479.680.000,00

'1.000.000,00

55.374.000,00

323.000,00

536.377.000,00

1.992.000,00

3.843.000,00

8.000.000,00

25.000.000,00

2.000.000,00

40.835.000,00

234.380.000,00

5.000.000,00

239.380.000,00

1.992.000,00

1.992.000,00

34.145.000,00

56 906.000,00

4 755.216.000,00

4.846.267.000,00

ANGGARAN
SEMENTARA

KET
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2.18.03.2.01.0002

2.18.03.2.01

2.18.03

2.18.O2.2.O2.OOO4

2.18.02.2.O2.OO01

2.18.02.2.02

2.18.02.2.01 .0003

2.18.02.2.01.0001

2.18.O2.2.01

2-18-O2

2.1 8.0.00.0.00.01.0000

2,18

2.1 7.01 .2.09.0009

2.1 7.01 .2.09.0006

2.17.O1.2.O9.0002

2.'17.01.2.09

217.01.2.08.0004

2.',t7.O',t -2.O8.OOO3

2.17.01.2.08.0002

2.17.01.2.08

2.17.O1.2.06.OO11

2.17.O1.2.06.0009

2.17.O't.2.06.0008

2.1 7.01 .2.06.0006

2.17.01.2.06.0004

2.17.01 .2.06.0001

2.17.O1.2.06

2.17.01 .2.05.0009

2.17.01.2.O5

2.1 7.01 .2.03.0006

2.17.O1.2.03

2.17.01 .2.02.0004

2.17.01.2.02.0002

2.17.01.2.02.0001

2.',17.0'1.2.02

2.17.01.2.01.0007

2.17 .01 .2.01.0001

2.17.01.2.01

2.17.01

2.17.O8.2.01.0002

2.17.08.2.01

2.',t7.08

2.17.O7.2.O1.OO15

2.17.07.2.01.0004

KODE

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Penyusunan Peta Potensi lnvestasi KabupateniKota

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Pembuatan Peta Potensi I nvestasi Kabupaten/Kota

Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian
Fasilitas/lnsentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Penetapan Pemberian Fasilitas/lnsentif Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

DINAS PENANATvTAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Pemeliharaan/Rehab¡l¡tas¡ Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyed¡aan Jasa Komun¡kas¡, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Adm¡n¡stras¡ Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Adm¡n¡strasÍ Keuangan Perangkat Daerah

Evaluas¡ K¡nerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pengembangan Usaha Mikro

Pengembangan Usaha M¡kro dengan Orientasi Peníngkatan
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta
Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan
melalui Pendidikan dan Pelatihan

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha
Mikro

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

32.596.000,00

39.596.000,00

39.596.000,00

7.000.000,00

7.000.000,00

14.000.000,00

4.000.000,00

12.480.000,00

16.480.000,00

30.480.000,00

3.900.304.000,00

3.900.304.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

1 10.635.000,00

120.635.000,00

345.950.000,00

1.664.000,00

49.075.000,00

396.689.000,00

2.800.000,00

8.000.000,00

4.000.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

1.600.000,00

42.400.000,00

5 000.000,00

5.000.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

18.099.000,00

76.000.000,00

2.1 83.723.000,00

2.277.822.000,00

3.429.000,00

2.500.000,00

5.929.000,00

2.849.675.000,00

1 .970.149.000,00

1.970.149.000,00

1.970.149.000,00

557.951.000,00

1 .050.073.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRp)
KET
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2.19.02

2.1 9.3.26.0.00.02.0000

2,19

2.1 8.01 .2.09.0009

2.18.01 .2.09.0006

2.18.01 .2.09.OO02

2-'t8-O1-2-O9

2.1 8.01 .2.08.0004

2.1 8.01 .2.08.0003

2.1 8.01 .2.08.0002

2.1 8.01 .2.08.0001

2.18.0',t.2.08

2.1 8.01 .2.06.001 1

2.1 8.01 .2.06.0009

2.1 8.01 .2.06.0006

2.18.01 .2.06.0004

2.1 8.01 .2.06.0001

2.18.01.2.06

2.1 8.01 .2.05.0009

2.18.O1.2.O5

2.1 8.01 .2.03.0006

2.18.01.2.O3

2.18.01.2.02.0004

2.18.01.2.02.0002

2.18.01.2.02.0001'

2.18.O1.2.O2

2.18.0't.2.0't.OOO7

2.1 8.01 .2.01 .0001

2.18.O1.2.O',1

2.18.01

2.18.06.2.01.0002

2.18.06.2.01

2.18.06

2.18.05.2.01 .0006

2.'1 8.05.2.01 .0005

2.18.05.2.01 .0004

2.18.05.2.01

2.18.05

2.18.04.2.01 .0008

2.18.04.2.01 .0006

2.18.04.2.01

2.18.04

2.18.03.2.01 .0003

KODE

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEPEMUDAAN

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWSATA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN
OI-AHRAGA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Duku
pada

ngan Pelaksanaan S¡stem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logist¡k Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Adm¡nistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

AdmÍnistrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan lnformasi
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Pengelolaan Data dan lnformasi Perizinan dan Non Perizinan
yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Pengawasan Penanaman Modal

Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku
Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Pemantauan, analisis, evaluasi, d¡n pelaporan di bidang perizinan
berusaha berbasis risiko

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daera.h Kabupaten/ Kota

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

991.850.000,00

11 .242.509.000,00

10.783.184.000,00

4.000.000,00

6.864.000,00

93.952.000,00

104.816.000,00

447.200.000,00

3.600.000,00

165.935.000,00

360.000,00

61 7.095.000,00

4.800.000,00

I400.000,00

1 152.000,00

32.387 000,00

2.022.000,00

48.761.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.800.000,00

4.800.000,00

22.040.000.00

51.339.000,00

2.456.593.000,00

2.529.972.000,00

576.000,00

400.000,00

976.000,00

3.310.420.000,00

12.920.000,00

12.920.000,00

't2.920.000,00

33.100.000,00

346.300.000,00

36.892.000,00

41 6.292.000,00

416.292.000,00

10.872.000,00

79.724 000,00

90.596.000,00

90.596.000,00

7.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Ro)
KET
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2.19.01 .2.09

2.1 9.01 .2.08.0004

2.19.01.2.08.0002

2.1 9.0't .2.08.0001

2.19.01.2.08

2.'l 9.01 .2.06.001 I

2.1 9.01 .2.06.0009

2.19.01 .2.06.0008

2. 1 9.01 .2.06.0006

2.1 9.01 .2.06.0004

2.19.01 .2.06.0001

2.19.01.2.06

2.1 9.01 .2.05.0010

2.1 9.01 .2.05.0009

2-19-O1.2-O5

2.1 9.01 .2.03.0006

2.19.0't.2.03

2.19.01.2.02.0004

2.19.01.2.02.0002

2.19.O't.2.02.0001

2.19.O1.2.O2

2.19.01.2.01 .OO07

2.1 9.01 .2.01 .0001

2.19.01.2.01

2.19.01

2.19.04.2.01 .0005

2.19.04.2.01

2.19.04

2.19.03.2.04.0002

2.19.03.2.04

2.1 9.03.2.03.0003

2.19.03.2.03

2.19.03.2.02 0003

2.'19.03.2.02.0002

2.19.O3.2.02.0001

2.19.03.2.O2

2-19.03.2.0t.0003

2.19.03.2.01

2.19.03

2.19.02.2.02.0002

2.'t9.02.2.02

2.19.02.2.01 .0001

2.19.02.2.01

KODE

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsi¡ltasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Adm¡n¡strasi Umum Perangkat Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Adm¡n¡stras¡ Barang M¡l¡k Daerah pada Perangkat Daerah

Koord¡nasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daera h

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Pengembangan Organisasi Keolahragaan

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat
Daerah Provinsi

Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan

Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single
Event Tingkat Kabupaten/Kota

Penyeleng garaan Kejuaraan Olahraga Tingkat Dae¡ah
Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan
Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

Peningkatan Kapâs¡tes Pemuda dan Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sirikronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAI-IAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

118.765.000,00

773 016.000,00

47.753.000,00

1s4 000,00

820.923.000,00

2.000.000,00

3.500.000,00

1.900.000,00

960.000,00

16.828.000,00

800.000,00

25.988.000,00

100.000.000,00

4.000.000,00

104.000.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

32.400.000,00

43.694.000,00

2.615.687.000,00

2.691 .781 .000,00

960.000,00

960.000,00

1.920.000,00

3.767.577.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

350.000.000,00

2.602.000.000,00

2.602.000.000,00

50 000.000,00

50.00Q.000,00

430.914.000,00

347.115.000,00

382.000.000,00

1.160.029.000,00

1 .861 .728.000,00

1.861.728.000,00

5.673.757.000,00

932.850.000,00

932.850.000,00

59.000 000,00

59.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Ro)
KET
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2.22.O2.2-O2
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1.01 .2.22.0.00.02.0000

2,22

2.21.O2.2.02.0001
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2.21 .02.2.01.0002

2.21 .02.2.01.0001

2.21.02.2.01

2.2't.O2

2,21

.0006

2.20.02.2.01 .0005

2.20.02.2.01.0003

2.20.O2.2-O1

2.20.O2

2.1 6.2.20.2.21.03.0000

2,20

2.1 9.01 .2.09.0009

2.1 9.0r .2.09.0006

2.1 9.01 .2.09.0002

KODE

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

OINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Sécara
Terpadu

Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Pemanfaatan Cagar Budaya

Pelindungan Cagar Budaya

Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Penetapan Cagar Budaya

Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal
Kabu¡jaten/Kota

Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan
Lembaga Adat

Pembinaàn Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan
Tradisi Budaya

Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya
dalam Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata
Kebudayaan

Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan lnformasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan lnformasi dan Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan lnformasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

Pengembangan lnfrastruktur

Membangun Metadata Statistik Sektoral

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

113.000.000,00

178.000.000,00

3.768.962.000,00

203.000.000,00

21.983-000,00

572.852.000,00

144 702.000,00

739.537.000,00

739.537.000,00

37.841.000,00

89.028.000,00

1 26.869.000,00

30.679.000,00

30.679.000,00

157.548.000,00

29.555.000,00

29.555.000,00

29.555.000,00

8.300.000,00

8.300.000,00

450.965.000,00

450.965.000,00

544.138.000,00

544.1 38.000,00

1.003.403.000,00

734.415.214.000,00

1.930.043.000,00

15.940.000,00

15.940.000,00

16.604.000,00

16.604.000.00

33.208.000,00

49.148.000,00

49.148.000,00

16.449.000,00

16.71 9.000,00

6.400.000,00

39.568.000,00

39.568.000,00

7.161.445.000,00

39.568.000,00

4.995.000,00

1 .910.000,00

111.860.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTAR,A (Rp)
KET

40







2.24.01.2.08.0001

2.24.01.2.08

2.24.01.2.06.0009

2.24.01.2.06.0006

2.24.01 .2.06.0004

2.24.O1.2.06

2.24.01.2.05

2.24.01.2.03.0006

2.24.01.2.03

2.24.01

2.24.01.2.02.0002

2.24.01.2.02.0001

2.24.01.2.02

2.24.01.2.01.0007

2.24.01.2.O1.0001

2.24.01.2.0'l

2.24.O1

2.24.03.2.O3.0001

2.24.03.2.03

2.24.03.2.02.0002

2.24.03.2.02.0001

2.24.03.2.02

2.24.03

2.24.02.2.03.0002

2.24.02.2.02

2.24.02.2.01

2.24.O2.2.0'l

2.24.02

2,24

2.

2.23.03.2.01

2.23.O3

2.23.02.2.

2.23 02.2.O2.0001

2.23.02.2.02

2.23.02.2.O1

2.23.02.2.01.0008

2.23.02.2.01.0006

2.23

2.23.02.2.01.OO02

KODE

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Repat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta penyerahan
atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah naoupalen/Kota yang
Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah
Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Benca na

Evakuasi dan ldentifikasi Arsip Akibat Bencana

ngan dan Penye p Bencana yang
Berskala Kabupaten/Kota

PERLINDUNGAN DA TAN ARSIP

Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan
Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Simpul Jaringan lnformasi Kearsipan Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota

Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Ars¡p Statis

Pengelolaan Kabupaten/Kota

Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

AHAN BIDANG

Pengembangan, n dan n Kuno
yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk dan

unakan

Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

ARIAN KOLEKSI DAN NASKAH
KUNO

Berbasis

Pemberian Gerakan Budaya Gemar

Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan pendidikàn
Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat

Pembudayaan Gema¡ Membaca Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Pengelolaan dan Pengembangan Bahan pustaka

Pengembangan Bahan Pustaka

Peningkatan Kapas¡tas Tenaga Perpustakaan dan pustakawan
ïingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota

Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

432.000,00

757.232.000,00

2.880.000.00

6.000.000,00

1.920.000,00

24.5E4.000,00

35.384.000,00

4.000.000.00

4.000.000,00

2.880.000,00

2.880.000,00

25.411.000,00

52.000.000,00

2.51 5.089.000,00

2.592.500.000,00

4.000.000,00

4.800.000,00

8.800.000,00

3.483.526.000,00

20.400.000.00

20.400.000,00

6 800.000,00

6.800.000,00

13.600.000,00

34.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

30.836.000,00

30.836.000,00

48.436.000,00

3.565.962.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

10.000 000,00

30.000.000,00

65.000.000,00

8.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000.00

10.000.000,00

60.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET
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s.26.03.2.01 .0007

3.26.03.2.01 .0006

3.26.03.2.01

3.26.03

3.26.02.2.04.0008

3.26.02.2.04

3.26.02.2.03.0006

3.26.02.2.03.0004

3.26.O2.2.O3

3.26.02.2.01.0007

3.26.02.2.01 .0006

3.26.02.2.01

3.26.02

2.1 9.3.26.0.00.02.0000

3,26

3.25.06.2.03.0002

3.25.06.2.03

3.25.06.2.01 .0001

3.25.06.2.01

3.25.06

3.25.04.2.04.0002

3.25.04.2.04.0001

3.25.04.2.04

3.25.04.2.02.0004

3.25.04.2.02

3.25.04

3.25.03.2.O2.0002

3.25.03.2.02

3.25.03.2.01 .0001

3.25.O3.2.O',1

3.25.03

2.09.3.25.0.00.02.0000

3,25

3

2.24.01 .2.09.0009

2.24.01.2.09.0006

2.24.01.2.O9.OOO2

2.24.01.2.09

2.24.01 .2.O8.OO04

2.24.01.2.08.0002

KODE

Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media
Lainnya Ba¡k Dalam dan Luar Negeri

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisáta Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMASARAN PARIWSATA

Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNl CHSE) di Kabupaten Kota

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah
Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengelolaan Dest¡nas¡ Pariwisata Kabupaten/Kota

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata
Kabupaten/Kota

Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota

Pengelolaan Daya Tar¡k Wisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI
PARIWSATA

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWSATA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWSATA

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan
Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku lndustrí Pengolahan
lkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Data dan lnformasi Usaha Pemasaran dan
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabuoaten/Kota

Penerb¡tan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Has¡l Perikanan
bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

Penyediaan Prasarana Pembudidayaan lkan dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan lnformasi Pembudidayaan lkan dalarn 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pengelolaan Pembudidayaan lkan

Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses llmu
Pengetahuan, Teknologi dan lnformasi, serta Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

Pemberdayaan Pembudi Daya lkan Kecil

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan
Kelembagaan Nelayan Kecil

Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Data dan lnformasi Sumber Daya lkan

Pengelolaan Penangkapan lkan di Wilayah Sungai, Danau,
Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat
Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN
PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan
Pemerintahan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

72.000.000,00

45.000.000,00

1 17.000.000,00

117.000.000,00

32.000.000,00

32.000.000,00

165.925.000,00

70 000 000,00

235.925.000,00

9.600.000,00

4.800.000,00

14.400.000,00

282.325.000,00

11.242.509.000,00

459.325.000,00

44.000.000,00

¡14.000.000,00

2.744.000,00

2.744.000,00

46.744.000,00

51 1.440.000,00

6.000.000,00

517.440.000,00

93.825.000.00

93.825.000,00

611.265.000,00

25 000.000,00

25.000.000,00

3.200.000,00

3.200.000,00

28.200.000,00

6.004.832.000,00

686.209.000,00

4.000.000,00

1.080.000,00

77.650.000,00

82.730.000,00

572.405.000,00

184.395.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRol
KET

42



3.27.07.2.01.0003

3.27.07.2.0't.0002

3.27.07.2.01.0001

3.27.07.2.01

3-27.O7

3.27.05.2.01 .0002

3.27.05.2.01 .0001

3.27.05.2.01

3.27.05

3.27.O4.2.O4.OOO2

3.27.O4.2.04

3.27.04.2.03.OOO2

3.27.04.2.03

3.27.04.2.01.0008

3.27.O4.2.O1

3.27.04

3.27.03.2.03.0001

3.27.O3.2.03

3.27.O3.2.02.0015

3.27.O3.2.O2.OO10

3.27.03.2.02.0003

3.27.03.2.02

3.27.03.2.01 .0003

3.27.03.2.01

3.27.O3

3.27.02.2.05.OO07

3.27.02.2.05

3.27.02.2.02.0004

3.27.02.2.02.0003

3.27.02.2.02

3.27.02.2.01 .0002

3.27.02.2.01 .0001

3.27.02.2.01

3.27.02

3.27.0.00.0.00.01.0000

3,27

3.26.05.2.01 .0006

3.26.05.2.01

3.26.05

KODE

Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan
Pertanian

Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan
Desa

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di
Kecamatan dan Desa

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Penanganan Dampak Perubahan lklim (DPl) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Perkebunan

Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA PERTANIAN

Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan
Masyarakat Veteriner

Penyed¡aan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik
Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Koþ

Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1

(satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan
Daerah Wabah Penyak¡t Hewan Menular Dalam daerah
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan
Rumpun/Galur Ternak

Pengelolaan lMlayah Sumber Bib¡t Ternak dan Rumpun/Galur
Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pembangunan,
Rumah Potong

Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi
Hewan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan lrigasi Usaha Tani

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Pembangunan Prasarana Pertanian

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian
Lainnya

Pengembangan Prasarana Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN
PRASARANA PERTANIAN

Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak

Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran
Benih/Fib¡t Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman

Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan,
dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Pendampingan Penggunaah Sarana Pendukung Pertânian

Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai
dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
PERTANIAN

DINAS PERTANIAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWSATA
DAN EKONOMI KREATIF

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

84.900.000,00

2.440.000.000,00

233.300.000,00

2.770.300.000,00

2.770.300.000,00

104.128.000,00

60.305.000,00

164.433.000,00

164.433.000,00

26.193.000,00

26.1 93.000,00

315.500 000,00

31 5.500.000,00

36 168 000,00

36.168.000,00

377.861.000,00

49.200.000,00

49.200.000,00

58.400.000,00

1 .297.851 .000,00

1 .890.000.000,00

3.246.251.000,00

82.400.000,00

82.400.000,00

3.377.851 .000,00

416.300.000,00

41 6.300.000,00

31.500.000,00

277.600.000,00

309.100.000,00

16.500.000,00

151.000.000,00

167.500.000,00

892.900.000,00

31 .258.026.000,00

31.258.026.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

60.000.000,00

PLAFON T

ANGGARAN
SEMENTARA (Rp)

KET
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3.30.04.2.01 .0001

3.30.04.2.01

3.30.04

3.30.03.2.02.0001

3.30.03.2.02

3.30.03.2.0 t.0002

3.30.03.2.01 .0001

3.30.03.2.01

3.30.03

3.30.O2.2.O2.OOO1

3.30.02.2.02

3.30.02.2.01 .0001

3.30.02.2.01

3.30.02

3.31.3.30.0.00.02.0000

3,30

3.27.01 .2.09.0009

3.27.01 .2.09.0006

3.2V.01 .2.O9.O002

3.27.01.2.09

3.27.01.2.08.0004

3.27 01.2.08.0003

3.27.01 .2.08.0002

3.27.01 .2 08.0001

3.27.01.2.08

3.27.01 .2.06 0011

3.27.01 .2.06.0009

3.27.01 .2.06.0008

3.27.01 .2.06.0006

3.27.O1 2.06.0004

3.27.01.2.06.0001

3.27.01.2.06

3.27.0't .2.05.0009

3.27.01.2.05

3.27.01 .2.03.0006

3.27.01.2.03

3.27.01.2.02.OOO2

3.27.0',t.2.02.0001

3.27.0't.2.O2

1.0007

3.27

3.27.01.2.01

3.27.O'l

3.27.07.2.O1.O00s

KODE

Koordinasi dan Sinkronisas¡ Ketersed¡aan Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN
POKOK DAN BARANG PENTING

Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan

Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi
Perdagangan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN

Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Penerbitan Tanda Daftar Gudang

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar
Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Penerbitan lzin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan,
dan lzin Usaha Toko Swalayan

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasa rkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasí Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan n SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Perangkat

Evaluasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelorhpok
Tani Tingkat Kabupaten/Kota

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

11.288.000.00

146.568.000,00

1 67.047.000,00

64.169.000,00

64.1 69.000,00

3.320.021 .000,00

166.500.000,00

3.486.521.000,00

3.550.690.000,00

4.996.000,00

4.996.000,00

4.996.000,00

4.996.000,00

9.992.000,00

12.853.344.000,00

4.052.101 .000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

255.546.000,00

265.546.000,00

418.308.000,00

3.652.000,00

126 051 000,00

600.000,00

548.611.000,00

2 800.000,00

20.000.000,00

5.000.000,00

1.000.000,00

25.000.000,00

8.400.000,00

62.200.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

8.600.000,00

8.600.000,00

54.850.000,00

60.000.000,00

22.665.374.000,00

22.780.224.000,O0

2.000.000,00

2.500.000,00

4.500.000,00

23.674.681 .000,00

12.100.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Ro)
KET
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3.31 .01 .2.06.0009

3.31 -0'l .2.06.0006

3.31 .01 .2.06.0004

3.31 .01 .2.06.0001

3.3'1.01.2.06

3.31 .01 .2.05.0009

3.31.01.2.05

3.31 .01 .2.03.0006

3.31.01.2.03

3.31 .01 .2.02.0004

3.31 .01 .2.02.0002

3.31.0'l 2.02.0001

3.31.01.2.02

3.31 .01 .2.01 .0007

3.31 .01.2.01.0001

3.3r.01.2.01

3.31.01

3.31 .04.2.01 .0001

3.31.04.2.01

3.31.04

3.31 .03.2.01 .0003

3.31.03.2.01

3.31.03

3.31 .02.2.01 .0005

3.31 .02.2.01 .0004

3.31 .02.2.01 .0003

3.31.O2.2.O1

3.31.02

3,31

3.30.06.2.01 .0001

3.30.06.2.01

3.30.06

3.30.05.2.01 .0005

3.30.05.2.01

3.30.05

3.30.04.2.03.0002

3.30.04.2.03

3.30.04.2.02.0001

3.30.04.2.02

3.30.04.2.01 .0003

KODE

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriuPenerangan Bangunan
Kantor

Adm¡n¡stras¡ Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaj¡ dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data lndustri,
Data Kawasan lndustri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
Melalui Sistem lnformasi lndustri Nasional (SllNas)

Penyed¡aan lnformasi lndustri untuk lnformasi lndustri untuk
lul, lPUl, lUKl dan lPKl Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI
NASIONAL

Koordinesi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan
Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan
Kabupaten/Kota

Penerbitan lzin Usaha lndustri (lUl), lzin Perluasan Usaha
lndustri (lPUl), lzin Usaha Kawasan lndustri (lUKl) dan lzin
Perluasan Kawasan lndustri (lPKl) Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan lndustri
dan Peran Serta Masyarakat

Koord¡nas¡, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana
dan Prasarana lndustri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya lndustri

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan lndustri
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan
Pengawasan

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Peningkatan Citra Produk Ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat
pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEIVIBANGAN EKSPOR

Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota

Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota

Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting di TingkatAgen dan Pasar Rakyat

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

6.660.000,00

800.000,00

24.652.000,00

1.332.000,00

36.1 08.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

2.331.000,00

2.331.000,00

35.351 .000,00

54.640.000,00

7.1 37.062.000,00

7.227.053.000,00

1.500 000,00

1.800.000,00

3.300.000,00

8.092.181 .000,00

4 000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

138.977.000,00

372.762.000,00

189.323.000,00

701.062.000,00

701.062.000,00

8.801.243.000,00

284.412.000,00

284.4't2.000,00

284.412.000,00

39.960.000,00

39.960.000,00

39.960.000,00

5.994.000,00

5.994.000,00

14.485.000,00

14.485.000,00

135.280.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRo)
KET
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4.0'1 .03.2.04.0003

4.01 .03.2.04.0002

4.01 .03.2.04.0001

4.01.03.2.04

4.01 .03.2.03.0003

4.01 .03.2.03.0002

4.01 .03.2.03.0001

4.01.03.2.03

4-01 .03.2.02.0003

4.01.03.2.02.0002

4.01 .03.2.02.0001

4.O1-O3.2.O2

4.0 1 .03.2.01 -0003

4.01 .03.2.01 .0002

4.01 .03.2.01 .0001

4.01.03.2.01

4.01.03

4.01.02.2.04.0001

4.0't.02.2.04

4.01 .02.2.03.0003

4.01 .O2 2.03.0002

4.01 .02.2.03.000'l

4.O1.O2.2-O3

4.O1 .02.2.02.0003

4.O1.O2.2.O2.OOO2

4-O't O2.2.O2.OOO1

4.O1.02.2.02

4.01 .02.2.01 .0003

4.01 .02.2.01 .0002

4.01 .02.2.01 .0001

4.01.02.2.01

4.01.02

4.01.0.00.0.00.01.0006

4,01

4

3.32.03.2.01 .0004

3.32.03.2.01

3.32.03

2.07 .3.32.O.O0.02.0000

3,32

3.31 .01 .2.09.0006

3.31 .01 .2.09.0002

3.31.01.2.09

3.31 .01.2.08.0004

3.31 .01 .2.08.0002

3.31 .01 .2.08.0001

3.31 .01.2.08

3.31 01.2.06.001 1

KODE

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Koordinas¡, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan
dan Lingkungan Hidup

Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan s

Pemantauan Kebuakan Sumber Daya Alam

Penìbinaan dan Advokasi Pengadaan Barangdan Jasa

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Perencenaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Koord¡nas¡, S¡nkron¡sasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD dan BLUD

Pelaksanaan Keb'rjakan Perekonomian

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan lnformasi
Hukum

Fasilitasi Bantuan Hukum

Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

Pelaksanaan Kebija kan Kesejahteraan Rakyat

Fas¡litasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

Penataan Administrasi Pemerintahan

Administrasí Tata Pemerintahan

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1

(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

DINAS TENAGA KERJA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

2.755.000,00

1.280.000,00

31 5 000.000,00

319.035.000,00

261 .240.000.00

12.320.000.00

'174.083.000,00

,147.643.000,00

134.1 14.000,00

35.1 84.000,00

12.850.000,00

1 82.148.000,00

265.985.000,00

12.509.000,00

44.811.000,00

323.305.000,00

642.340.000,00

13.963.000,00

13.963.000,00

44.239.000,00

176.372.000,00

30.1 1 0.000,00

250.721.000,00

1 1 s75 000,00

13.945.000.00

15.875.054.000.00

15.900.574.000,00

315.400.000,00

16.604.000,00

138.762.000,00

470.766.000,00

484.729.000,00

484.729.000,00

48.553.550.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

6.163.619.000,00

11.200.000,00

6.660.000,00

110.7.68.000,00

117.428.000,00

458.232.000,00

242.564.000,00

1 .1 65.000,00

701.961 .000,00

2.664 000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Ro)
KET
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e-,,J

4.02.02.2.01 .0001

4.02.O2.2.01

4.02.02

4.02.0.00.0.00.02.0000

4,O2

4.01 .01 .2. 14.0003

4.01.01.2.14.0002

4.01 .01 .2.14.0001

4.O1.O1.2.14

4.01.01 .2.13.0003

4.01 .01 .2j3.0002

4.01.01.2.13.0001

4.0't.01.2.'t3

4.O1.O1.2.12.OOO2

4.01 .01 .2.12.0001

4.01.01.2.12

4.01 .01 .2.11.0004

4.01.01.2.11.0001

4.01.o',t.z.',t'l

4.01 .01 .2.09.0009

4.01 .01 .2.09.0006

4.01.01 .2.09.0002

4.01 .01 .2.09.0001

4.01.01.2.09

4.01 .01.2.08.0004

4.01 .01 .2.08.0003

4.01 .01 .2.08.0002

4.01.01 .2.08.0001

4.01.01.2.08

4.01.01 .2.06.001 1

4.01.01 .2.06.0009

4.01 .01 .2.06.0008

4.01 .01 .2.06.0006

4.01 .01 .2.06.0004

4.O1.O1 2 06.0001

4.01 .01.2.06

4.01 .01 .2.05.0009

4.01 .01.2.05

4.01.01 .2.03.0006

4.01.01.2.03

4.01.01.2.02.0004

4.O1 .01 .2.02.0002

4.01.01.2.02.0001

4.O1.O1.2.O2

4.01.01.2.O1.OOO7

4.01 .01 .2.01 .0001

4.01 .01.2.01

4.0't.01

KODE

Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan
Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DPRD

SEKRETARIAT DPRD

SEKRETARIAT DPRD

Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Fasilitasi Keprotokolan

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Penataan Organisasi

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

Penyed¡aan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Adm¡n¡stras¡ Keuangan dan Operas¡onal Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnye

Penyed¡aan Jasa Pemel¡haraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemel¡haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

193.413.000,00

2.784.553.000,00

1 5.807.688.000,00

52.940.462.000,00

52.940.462.000,00

137.401 .000.00

61.923.000,00

165.120.000,00

364.444.000,00

193.652 000.00

33.341.000,00

47.367.000,00

274.360.000,00

1.674.223.000,00

3.247.219.000,00

4.921.442.000,00

600 000.000,00

176.000.000,00

776.000.000,00

158.000.000,00

166.010.000,00

1 .075.000.000,00

628.300.000,00

2.027.310.000,00

'1 .1 78.636.000,00

23'1.053.000,00

1 .1 23.200.000,00

2.781.000,00

2.535.670.000,00

21.600.000,00

56.500.000,00

960.065.000,00

4 800.000,00

290 000.000,00

20.712 000,00

1.353.677.000,00

17.637.000,00

17.637.000,00

12.400.000,00

12.400.000,00

123.240.000,00

682.000.000,00

17.554.41 5.000,00

17.554.415.000,00

1.600.000,00

1.200.000,00

2.800.000,00

2.800.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Roì
KET
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4.02.01 .2.06.0004

4.02.01 .2.06.0001

4.O2.O1.2.06

4.02.01 .2.05.0009
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4.02.01 .2.03.0006
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4.02.01 .2.O2.0004

4.02.01.2.02.0002

4.02.9',t.2.02.000'l
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4.Oz.O',t.2.O1.OOO7
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4.02.O1.2.01

4.02.0'l

4.O2.O2.2.O8.OOO4

4.02.02.2.08.0002

4.02.02.2.08.0001

4.02.02.2.08

4.02.02.2.O7.0002

4.02.02.2.07

4.O2.O2.2.06.0002

4.02.02.2.06.0001

4.02.02.2.06

4.02.02.2.05.0003

4.02.02.2.O5.0002

4.02.02.2.05.0001

4.02.02.2.05

4.02.O2.2.04.0007

4.02.O2.2.04.0006

4.O2.02.2.U.0005

4.02.02.2.04.0004

4.O2.O2.2.04.0002

4-O2.O2-2-O4

4.02.02.2.O3.0007

4.O2.02.2.O3.0006

4.02.02.2.03.0004

4.02.02.2.03.0003

4.02.O2.2.O3.0002

4.O2.O2.2.03.0001

4.O2.O2.2.O3

4.O2.02.2.02.0006

4.O2-O2.2.O2.OOO5

4.02.02.2.02.0004

4.02.02.2.02.0003

4.02.02.2.02.0002

4.02.02.2.O2.0001

4.02.02.2.02

4.02.02.2.01 .0005

4.02.02.2.01 .0004

4.02.02.2.01 .0003

4.02.02.2.01.0002

KODE

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Peletihan Pegawa¡ Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koord¡nas¡ dan Pelaksanaan Akuntans¡ SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Fasilitasi Tugas DPRD

Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Pembahasan Kerja Sama Daerah

Pengawasan Kode Etik DPRD

Penyusunan Kode Etik DPRD

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Et¡k DPRD

Pelaksanaan Reses

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Kunjungan Kerja dalam Daerah

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Penyusunan Program Kerja DPRD

Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pendalaman Tugas DPRD

Peningkatan Kapasitas DPRD

Pengawasan Penggunaan Anggaran

Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang lnfrastruktur

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan
Hukum

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

Pembahasan Laporan Semester

Pembahasan APBD Peruba han

Pembahasan APBD

Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Pembahasan KUA dan PPAS

Pembahasan Kebijakan An ggaran

Penyusunan Tata Tertib DPRD

Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik

Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undan gan

Pembâhasan Rancangan Peraturan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

342.687 000,00

21.250.000,00

1.110.191 .000,00

22.953.000,00

22.953.000,00

3.320.000.00

3.320.000,00

45.478.000,00

2.563.172.000,00

2.266.514.000,00

4.875.164.000,00

1.843.000,00

1.131.000,00

2.974.000,00

37 -132.774.000,00

16 115.000,00

1.171.000,00

426.557.000,00

443.843.000,00

239.632.000,00

239.632.000,00

77.322.000.00

281.565.000,00

3s8.887.000,00

4 014.075.000,00

13.455.000,00

30.375.000.00

4.057.905.000,00

654.985 000,00

610.370.000,00

157.500.000,00

52.000.000,00

2.035.654.000,00

3.s10.509.000,00

276.849.000,00

126.224.000,O0

533.841.000,00

509.383.000,00

489.627.000,00

489.569 000,00

2.425.493.000,00

250.244.O00,00

1.136.000,00

281.565.000,00

281.565 000,00

586.178 000,00

586.178.000,00

1.986.866.000,00

77 322 000,00

200.000.000,00

700.000.000,00

1 .61 3.81 8.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA fRol
KET
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5.01 .03.2.01 .0001

5.01.03.2.01

5.01.03

5 01.02.2.03.0003

5.0'1 .02.2.03.0001

5.01.02.2.03

5.01.02.2.02.0001

5.01.02.2.02

5.01.02.2.01 .0007

5.01.02.2.01 .0005

5.01.02.2.01.0002

5.O1.02.2.01

5.01.02

5.01.5.05.0.00.02.0000

5,01

5.02.04.2.01.0011

5.02.04.2.01

5.O2.O4

5.02.0.00.0.00.0't.0000

5

4.02.01.2.16.OOO4

4.02.0't .2.16.0003

4.O2.O1 .2.16.OO02

4.02.01.2.16

4.02.01 .2.15.0003

4.02.01 .2.15.0002

4.02.01 .2.1 5.0001

4.02.01.2.'t5

4.02.01 .2.09.0009

4.02.01 .2.09.0006

4.02.01 .2.09.0002

4.02.01 .2.09.0001

4.02.01.2.09

4.02.01.2.08.0004

4.02.01 .2.08.0003

4.02.01 .2.O8.OOO2

4.02.0'1 .2.08.0001

4.02.01.2.08

4.O2.O1.2.07.0001

4.02.0',t.2.07

4.02.01 .2.06.001 1

4.02.01 .2-06.0009

4.02.01 .2.06.0008

4.02.01 .2.06.0006

KODE

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang. Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah

Analisis Data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Analis¡s Data dan lnformasi Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokurnen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Dokumen Kebijakan Le¡nnya t

Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

PERENCANAAN

Penagihan Pajak Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

KEUANGAN

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

Fasilitasi Fraksi DPRD

Layanan Administrasi DPRD

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan La¡nnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Dae¡ah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

93.315.000,00

278.940.000,00

526.450.000,00

53.731 000,00

18.028.000,00

71.759.000,00

22.420.000,o0

22.420.000,00

349.254.000,00

159.600.000,00

47.880.000,00

556.734.000,00

650.913.000,00

6.824.8S0.000,00

5.803.772.000,00

64.000.000,00

1.459.443.000,00

1.459.443.000,00

425.884.449.000,00

425.884.449.000,00

900.000.000,00

143.380.000,00

62.075 000,00

1.10s.455.000,00

50 000 000,00

841.250.000,00

26.146.445.000,00

27.037.695.000,00

200.000.000,00

194.340.000,00

527.340.000,00

229 073.000,00

l.'150.753.000,00

945.319.000,00

50.000.000,00

175.950.000,00

3-000.000,00

1.174.269.000,00

650.000.000,00

650.000.000,00

3.320.000,00

15.283.000,00

719.651.000,00

8.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Ro)
KET
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5.02.02.2.01.0002

5.02.02.2.01 .0001

5.O2.O2-2-O1

5.02.02

5.02.0.00.0.00.01.0000

5,02

5.01 .01 .2.09.0009

5.01 .01 .2.09.0006

5.01 .0't .2.09.0002

5.01.01.2.09

5.01 .01 .2.08.0004

5.01.01 .2.08.0003

5.01 .01 .2.08.0002

5.01 .01 .2.08.0001

5.01 .01.2.08

5.01 .0'1 .2.06.001 1

5.01 01.2.06.0009

5.01.01 .2.06 0008

5.01 .01 .2.06.0006

5.01 .01 .2.06.0004

5.01 01 .2.06.0001

5.01.01.2.06

5.01 .01 .2.05.001 'l

5.01 .01.2.05.0009

5.01 .01.2.05

5.01 .01 .2.03.0006

5.01.01.2.03

5.01 .0'1 .2.02.0004

5.01.01.2.02.0002

5.01 .01.2.02.0001

5.01.0't.2.02

5.01 .01 .2.01 .0007

5.01 .01 .2.01 .0001

5.0'1.01.2.01

5.01.01

5.0 1 .03.2.03.0005

5.01 .03.2.03.0004

5.01 .03.2.03.0001

5.01.03.2.03

5.0r .03.2.02.0005

5.01

5.01 .03.2.02.0001

5.O1.O3.2.O2

5.01 .03.2.01 .0008

5.01 .03.2.01 .0005

KODE

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BADAN KEUANGAN DAERAH

KEUANGAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemer¡ntahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logist¡k Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Bimbingan Teknis lmplementasi Peraturan Perundang-Undangan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyed¡aan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyed¡aan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas da n Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang lnfraskuktur

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang lnfrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Perencanaan Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan angunan
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA
(Sumber Daya Alam)

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

78.093.000,00

84.347.000,00

431.886.000,00

410.320.494.000,00

425.884.449.000,00

425.884.449.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

214.167.000,00

224.167.000,00

344 558.000,00

622.000,00

82.800.000,00

630.000,00

428.610.000,00

8.400.000,00

6.227.000,00

4.739.000,00

996.000,00

24.800.000,00

8.800.000,00

53.962.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

35.000.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

40.400.000,00

130.000.000,00

3.704.505.000,00

3.874.905.000,00

2.075.000,00

2.490.000,00

4.565.000,00

4.626.409.000,00

58.200.000,00

18.740.000,00

57 480 000,00

134.420.000,00

22.002.000,00

20 000.000,00

71 .088.000.00

I 13.090.000,00

86.225.000,00

99.400.000,00
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ANGGARAN
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5.02.01 .2.06.0001

5.02.01.2.06

5.02.01 .2.05.0009

5.02.01.2.05

5.02.01 .2.03.0006

5.02.01.2.03

5.02.01.2.02.0004

5.02.01.2.02.0002

5.02.01 .2.02.0001

5.02.01.2.02

5.02.01 .2.01 .0007

5.02.01.2.01 .0001

5.02.01.2.01

5.02.01

5.02.04.2.01.0015

s.02.04.2.0'l.o014

5.02.04.2.01 .0009

5.02.04.2.O1 .0008

5.02.04.2.0 t.0006

5.02.04.2.01 .0003

5.02.04.2.01

5.02.04

5.02.03.2.01 .0013

s.02.03.2.01 .001 0

5.02

5.02.03.2.01 .0005

5.02.03.2.01 .0001

5.02.03

5

5.02.02.2.04.0009

5.02.02.2.04.0008

5.02.02.2.04

5.02.02.2.03.0005

5.02.02.2.03

5.02,02.2.02.0011

5.02.02.2.02.0010

5.02.02.2.02.0006

5 02.02.2.02.0003

2.02.0001

5.02.02.2.02

5. 0008

5.02.02.2.01.0007

KODE

Penyediaa n Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pend¡dikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Elekkonifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Penetapan Wajib Pajak Daerah

Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah

Penyebarluasan

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pem Barang Milik
Kabupaten/Kota

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemind
Pemusnahan, dan apusan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penyusunan Standar Harga

Milik Daerah

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Dana paten/Kota

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan AP BD Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Akuntansi dan
Keuangan Daerah

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan
Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

yang
serta

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi
Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan penerbitan Anggaran
Kas dan SPD

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Koordinasi dan nyusunan Peraturan Daera tentang Perubahan
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Perubahan APBD

dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
Kepala Daerah tentang Penjabaran ApBD

n
Peraturan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1 660 000,00

288.978.000,00

4.000.000.00

4.000.000,00

15.520.000,00

15.520.000,00

84.240.000,00

67.359.000,00

12.091 .303.000,00

12.242.902.000,00

1.660.000,00

1.992.000,00

3.652.000,00

13.478.836.000,00

16.601.000,00

63.81 1.000,00

50.000.000,00

'164.680.000,00

1 .035.091 .000,00

65.260.000,00

1.459.443.000,00

1.459.443.000,00

20.957.000,00

51 525.000.00

363 868.000,00

22.692.000,00

166.634.000,00

625.676.000,00

625.676.000,00

9.284 959.000,00

2.000.000.000.00

398.398.362.000,00

409.683.321.000,00

96.400.000,00

96.400.000,00

47.797.000,00

8.300.000.00

9.960.000,00

34.530.000,00

8.300.000,00

108.887.000,00

128.802.000,00

140.644

PLAFON
ANGGARAN KET
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5.03.01 .2.06.0004

5.03.01 .2.06.0001

5.03.01.2.06

5.03.01 .2.05.0009

5.03.01.2.05

5.03.01 .2.03.0006

5.03.01.2.03

5.03.01 .2.02.0004

5.03.01 .2.02.0002

5.03.01 .2.02.0001

5.03.01.2.02

5.03.01 .2.01 .0007

5.03.01

5.03.01.2.01

5.03.01

5.03.02.2.04.0009

5.03

5.03.02.2.04.0004

5.03.02.2.04.0001

5.O3.02.2.04

5.03.02.2.03.0007

5.03.02.2.03.0005

5.03.02.2.03.0004

5.03.02.2.03.0002

5.03.02.2.03.0001

5.03.02.2.03

5.03.02.2.02.0003

5.03.02.2.02.0002

5.03.

5.03.02.2.02

5.03.02.2.01 .001 0

5.03.02.2.01 .0006

5.03.02.2.01 .0003

5.03.02.2.0'l

5.03.02

.01.0000

5,03

5 02.01

5.02.01

5.02.01 .2.09.0002

5.02.01.2.09

5.02.01 .2.08.0004

5.02.01 .2.08.0002

1.2.08.0001

5.02.01.2.08

5.02.01.2.06.001 1

5.02.01

5.02.01 .2.06.0008

5.02.01 .2.06.0004

KODE

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

AclmÍn¡stras¡ Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Deerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pelayanan Proses lzin Perceraian Pegawai

Pemb¡naan Disiplin ASN

Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai

Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Penilaian dan Evaluasi Kínerja Aparatur

Pembinaan Jabatan Fungsional ASN

Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN

Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat

Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

nt Center

Kinerja ASN

Pengembangan Kompetensi ASN

Pengelolaan Promosi ASN

Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Pengelolaan Mutasi ASN

Mutasi dan Promosi ASN

n S¡stem lnformasi

Koord¡nas¡ Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

dan Fasilitasi Pengadaan an PPPK

Pengadaan, dan lnformasi

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

DAN N SUMBER
DAYA MANUSIA

KEPEG

Pemeliharaan/Rehabilitasi Ged ung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan n dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa , Biaya Pemeliharaan,
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapengan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penu
Pemerintahan Daerah

njang Urusan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Urusan Daerah

Dukungan Pelaksanaan
pada SKPD

Pemerintahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKp

Tamu

n Bahan Logistik Kantor

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

21 .124.000,00

1.627.000,00

45.521.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

37.587.000,00

45 000.000,00

4.808 347.000,00

4.890.934.00.0,00

2.000 000.00

1.500.000.00

3.500.000,00

5.274.271.000,00

5.000.000,00

20,300.000,00

73.000.000,00

25.000.000,00

'123.300.000,00

15.000.000,00

82¡4 000,00

404.038.000,00

42.873.000,00

68.0p0.000,00

38.150.000,00

568.885.000,00

'150.000.000,00

25.000.000,00

175.000.000,00

350.000.000,00

7 600.000,00

8.000.000,00

207 000.000,00

222.600.000,00

1.264.785.000,00

6.594.056.000,00

6.539.056.000,00

44.401.000,00

12 376.000,00

218.704.000,00

275.481.000,00

334.656.000,00

313.075.000,00

572.000,00

648.303.000,00

1 17.600.000,00

21.652.000,00

6.640.000,00

141.426.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRo)
KET

52
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6.01.01.2.01

6.01.01

6.01 .03.2.02.0004

6.01 .03.2.02.0003

6.01 .03.2.02.0002

6.0r .03.2.02.0001

6.01.03.2.02

6.01 .03.2.01 .0001

6.01.03.2.01

6.01.03

6.01 .02.2.O2.O002

6.01 .02.2.02.0001

6.01.02.2.02

6.01.O2.2.O1.OOO7

6.01 .02.2.01 .000s

6.01.02.2.01.0004

6.01 .02.2.01 .0003

.0002

6.01 .02.2.01 .0001

6.01.02.2.01

6.01.02

6.01.0.00.0.00.01.0000

6,01

6

0004

5.05.02.2.04-0001

s.05.02.2.04

5.05.02

5.01.5.05.0.00.02.0000

5,05

5.04.02.2.02.0007

5.04.02

5,04

5.03.01 .2.09.0009

.2.09.0006

5.03.01.2.09

5.03.01 .2.08.0004

5.03.01 .2.08.0002

5.03.0r .2.08.0001

5.03.01.2.08

1

5.03.01 .2.06.0009

5.03.01 .2.06.0008

5.03.01 .2.06.0006

KODE

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan lntegritas

Koord¡nesi, Monitoring dan Evaluasi serta Ver¡fikasi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi

Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi

Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pendampingan dan As¡stensi

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan
Fasilitasi Pengawasan

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Penangenan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rl
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pengawasan Desa

Reviu Laporan Keuangan

Reviu Laporan Kinerja

Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pengawasan lnternal

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

INSPEKTORAT DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan d¡ Bidang Teknologi
dan lnovasi

Pengembangan lnovasi dan Teknologi

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional

PROGRAM DAYA MANUSIA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasâ Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

n Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekkonik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKpD

Tamu

Penyediaan an dan Peraturan Perundang-unda ngan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

3.000.000,00

7.189.793.000,00

10.000 000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

15.000.000,00

60.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

70.000.000,00

10.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

200.000.000,00

80.000.000,00

8.000.000,00

30.000 000,00

150.000.000,00

80.000.000,00

548.000.000,00

588.000.000,00

7.847.793.000,00

7.847.793.000,00

31 288.000,00

989.760.000,00

1.021 .048.000,00

1.021.048.000,00

6.824.820.000,00

1.021 .048.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

s5.000.000,00

55.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

105.652.000,00

115.652.000,00

65.796.000,00

140.453.000,00

415.000,00

206.664.000,00

2.400 000,00

6.120.000,00

13.250.000,00

1.000.000,00

ANGGARAN
SEMENTARA

KEI

i

I

I
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7.01.06

7.01 .05.2.01.0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.O1 .04.2.01 .0002

7.01 .04.2.01 .0001

7.0'1.04.2.0'l

7.01.04

7.01 .03.2.01 .0003

1.0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01.02.2.04.0001

7.01.02.2.04

7.O1.02.2.01.0002

7.01.02.2.01

7.01.02

7.01.0.00.0.00.01.0000

7

6.01

6.01.01

6.01 .01.2.09.0002

6.01.01.2.09

6.01 .01 .2.08.0004

.2.08.0002

6.01.01.2.08 0001

6.01.01 .2.08

6.01.01 2.06.0011

6.01 .01 .2.06.0009

6.01 .0't .2.06.0008

6.01.01 .2.06.0004

6.01 .01.2.06.0001

6.01.01.2.06

6.01 .01 .2.05.0009

6.01.01.2.05

.2.03.0006

6.01.01.2.03

6.01 .0't .2.02.0004

6.01 .01 .2.02.0002

6.01.01

6.01.0't.2.O2

6.01 .01 .2.0't .0007

6.01.01 .2.01 .0001

KODE

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah .

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koord¡nas¡ Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Ti ngkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

AHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KEMANGKON

UNSUR KEWILAYAHAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jasa Pemeliharaan, Biaya raan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasionel atau Lapangan

Pemeliharaan Daerah Penunjang rusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

n Jasa Komunikasi, S Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Urusan n

Dukungan Pelaksan aan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi
Kantor

L¡str¡ldPenerangan Bangunan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pegawai Berd dan Fungsi

Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKpD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Tugas

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja

Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

'10.271.000,00

16.311.000,00

16.311.000,00

16.311.000,00

7.300.000,00

20.900.000.00

28.200.000,00

28.200.000,00

78.890.000,00

10.094.000,00

88.984.000,00

88.984.000,00

1.830.000,00

1.830.000,00

108.500.000,00

108.s00.000,00

110.330.000,00

1.582.657.000,00

49.386.584.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

170.000.000,00

178.000.000,00

24 732 000,00

96 486.000,00

500.000,00

12'1 .71 8.000,00

2.500.000,00

4.500.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

800.000,00

25.800.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

35.440.000,00

90.000.000,00

6.726.835.000,00

6.852.275.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

I
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7.O1.O5.2.O1

7.01.05

7.01 .04.2.01 .0002

7.01 .04.2.01 .0001

7.01..04.2.01

7.0't.04

7.01 .03.2.01 .0003

7.01.03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01.02.2.04

7.01.02.2.01.0002

7.01.02.2.01

7.0't.02

7.01.0.

7.01 .0't .2.09.0009

7.01.01 .2.09.0006

7.01 .01 .2.09.0002

7.01 .01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0003

7.01 .01 .2.08.0002

7.01 .01 .2.08.0001

7.01.0't.2.08

7.01.01.2.06.001 1

7.01 .01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0006

7.01 .01 .2.06.0004

7.01 .0'1.2.06.0001

7.0'1.0't.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01.01 .2.03

7.01 .01 .2.02.0004

7.01.01.2.02.0002

7.O'1.01 .2.02.0001

7.01.01.2.02

7.0't 01.2.01 .0007

7.01 .01 .2.01 .0001

7.01.01.2.01

7.01.01

7.01 .06.2.01 .0002

7.01.06.2.01

KODE

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Koordinasi U paya Penyeleng garaan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifìtas Kegiatan n Masyarakat di
Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koord¡nas¡ Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiata
Kecamatan

n Pemerintahan di Tingkat

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pem di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERI NTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN BUKATEJA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Ban gunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaa n Jasa Pemeliharaan , Draya Femet¡naraanl Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah penu njang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan nikasi, dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksan aan S¡stem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi
Kantor

Listrik/Penerangan Bangunan

Administrasi Umum Perangkat uaeran

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

asi dan naan Akuntansi

dan Tunjangan

Administrasi Tugas ASN

Admin Perangkat

Evaluasi ngkat Daerah

Penyusunan Perencan aa n Daerah

Perencanaa n, Pen gang garan, da n Evat u-si Kinã4ãÞãããgkãt
Daerah

PROGRAM PENUNJANG IJPLJSM
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi ata Pemerintahan

Fasil dan inasi Pembínaan
Pengawasan Pemerintahan Desa

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

30.703.000,00

30.703.000,00

5.000.000,00

24.000.000,00

29.000.000,00

29.000.000,00

56.300.000,00

9.275.000,00

65.s75.000,00

65.575.000,00

800.000,00

800.000,00

101.850.000,00

'l0l .850.000,00

102.650.000,00

1.722.997.000,00

5.000.000,00

3.000.000,00

85.8'16.000,00

93.816.000,00

59.196.000,00

600.000,00

29.7't2.O00,00

200.000,00

89.7Ð8.000,00

3.300.000,00

9.900.000,00

935.000,00

3.832.000,00

550.000,00

18.s17.000,00

1.'150.000,00

1.150.000,00

14.400.000,00

1.040.000,00

1 108 252.000,00

1.123.692.000,00

530.000,00

1 .148.000,00

't.678.000,00

1.328.561.000,00

'10.27'l .000,00

10.271

ANGGARAN
SEMENTARA

KET
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7.01.01

7.01 .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.01 .04.2.0'l .0002

7.01.04.2.01.0001

7.01.04.2.01

7.O1.O4

7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01.02.2.04.0001

7.01.02.2.04

7 01 .02.2.01 .0002

7.0't.02.2.01

7.01.02

7.0'l

7.01 .01 .2.09.0009

01.2.09.0006

7.01 .O1 .2 09.0002

7.01.01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01.01.2.08.0002

.2.08

7.01.01.2.06.

7.01 .01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0008

7.01 .01

7.01.01 .2.06.0001

7.01 .01 .2.03.0006

7.0't.01.2.03

7.O't .01 .2.02.0004

7.01.01.2.02.0002

7.01.0't.2.02.0001

7.0'l

7.01 .0't .2.0't .0007

7.0 1 .01 .2.0't .0001

7.01.01.2.O1

7.0'1.01

7.01 .05.2.01 .0003

KODE

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masya¡akat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas
Wilayah Kecamatan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintaha
Kecamatan

n d¡ T¡ngkat

Penyelenggaraan ntahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PEMERINTAHAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN KEJOBONG

anlRehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya

araan Peralatan dan Mesin Lainnya

iha taa n Biaya dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasiona atau Lapangan

haraan Barang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

n Jasa Penunjang Urusan ntahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan
pada SKPD

Pemerintahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKpD

njungan Tamu

Penyediaan Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi
Kantor

ListrildPenerangan Bangunan

mum Perangkat

aan Barang Milik Daerah

Daerah pada

Koordinasi dan aan Akuntansi

Penyediaan aan Tugas

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah

Perencanaan,
Daerah

ran, dan

PEMERI
KABUPATEN/KOTA

Persatuan dan Kesatuan Bangsa

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1.467.194.000,00

24.600.000,00

24.600.000,00

24.600.000,00

2 800.000,00

21 .960.000,00

24.760.000,00

24.760.000,00

69.283.000,00

12.800.000,00

82.083.000,00

82.083.000,00

3.685.000,00

3.685.000,00

89.200.000,00

89.200.000,00

92.885.000,00

1.691 .522.000,00

5.000 000,00

3.000.000,00

90.251 000.00

98.251.000,00

79.728.000,00

36.186.000,00

1 1 5.914.000,00

1.800.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

25.000.000,00

2.876.000,00

33.676.000,00

'1.200.000,00

1.200.000,00

'12.670.000,00
4.630.000,00

1.224.948.000,00

1.242.248.000,00

1.280.000,00

2.500.000,00

3.780.000,00

1.495.069.000,00

30.703.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

I
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I i ..iË]

7.01.O1

7.01 .06.2.01 .0002

7.01.06.2.01

7.01.06

7.01.05.2.0 t.0003

7.01.O5.2.01

7.01.05

7.01 .04.2.01 .0002

7.O1.04.2.01.0001

7.0'i-.04.2.01

7.0'1.04

7.01 03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01.02.2.04.0001

7.01.02.2.04

7.01.02

7.01.02.2.01

7.0't.02

7.01 .0.00.0.00.04.0000

7.O'l

7.01.0

7.01 .01 .2.09.0002

7.01.01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .O1 .2

7.01.01.2.08

7 01.01 1

7.01 .01 .2.06.0009

7.01 .0't .2.06.0004

7.01.01 .2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01 .0 1 .2.03.0006

7.01 .01.2.03

7.01 .01 .2.02.0004

7.01.01.2.02.0002

7.O1 .01 .2.02.0001

7.01.01.2.O2

.2.01.0007

7.0 t.01.2.0'1.0001

7.01.O1.2.0'l

KODE

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya
Ketertiban Umum

Penyelenggaraan Ketenteraman dan

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Pen in gkata n Efektifitas Keg iata n Pemberdayaa n Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Keg iatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koord¡nasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PEMERI
PELAYANAN PUBLIK

KEGAMATAN KALIGONDANG

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Þraya Pemeltnaraan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaa
pada SKPD

n Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKpD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenera
Kantor

ngan Bangunan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan aan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyed¡aan Gaji dan Tunjangan ASN

Pe

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran,
Daerah

uasi Kinerja

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1.778.484.000,00

9.860.000,00

9.860.000,00

9.860.000,00

21.892.000,00

21.892.000,00

21.892.000,00

4.400.000,00

17.706.000,00

22.'t 06.000,00

22.106.000,00

77.948.000,00

14 193.000,00

92.141.000,00

92.141.000,00

1.920.000,00

1.920.000,00

102.450.000,00

102.450.000,00

104.370.000,00

2.028.853.000,00

3.104.000,00

1.136.000.00

70.306.000,00

74.546.000,00

102.660.000,00

13.428.000,00

116.088.000,00

5.280 000,00

3 700.000,00

13 960.000.00

1 776.000,00

24.716.000,00

'1.440.000,00

1.440.000,00

13.960.000,00

900.000,00

1.234.240.000,00

1.249.1 00.000,00

720.000,00

584.000,00

1

ANGGARAN
MENTARA

KET
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r.lÌ

7.01 .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.01.04.2.0't.OOO2

7.01.04.2.01.0001

7.01.04.2.01

7.0't.04

7.01.03.2.02.0004

7.01 .03.2.02.0003

7.01.03.2.02.0002

7.01.03.2.02

7

7.01 .03.2.01 .0001

7.O1.O3.2.O1

7.01.03

7.01 .02.2.04.0002

7.O1.O2.2.O4

7.01 .02.2.01.0002

7.01.02.2.01

7.01.02

7.01.0.00.0.00.05.0000

7.01.01 .2.09 0009

7.01 .01 .2.09.0006

7

7.01.01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0002

7.01 .01

7.01.0't.2.08

.2.06.0011

7

7.01

7.01 .01

7.01 .01 .2.06.0001

7.01

7.01

7.01 .01.2.03

7.01.01.2.02.0004

7.01 .O1.2.02.0002

7.01.01.2.02.0001

2.02

7

7.O1 01 .0001

7.01.01.2.0'l

KODE

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordínasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Evaluas¡ Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Peningkatan Efektifi tas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat d i

\Mlayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Perencanaan Pembangunan di Desa

Forum Musyawarah

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Keg¡atan Pemerinta ha n
Kecamatan

di Tingkat

i Penyelenggaraan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PEMERINTAH
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN PURBALINGGA

araanlRehabilitasi Gedung I an Lainnya

Peme raan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemel¡haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

n Komunikasi, Sumber Listrik

Penyediaan Jasa Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dae¡ah

naan Sistem Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Koordinasi dan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

kat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKpD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

dan Pelaksanaan ntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan A5N

Perangkat

Evaluasi Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pera ngkat Daerah

Penganggaran, uasi Kinerja Perang
Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

29.185.000,00

29.185.000,00

29.185.000,00

5.873.000,00

22.200.000,00

28.073.000,00

28.073.000,00

3.000.000,00

150.000.000,00

140.000.000,00

281.500.000,00

54.825.000,00

6.013.000.00

60.838.000,00

60.838.000,00

2.240.000,00

2.240.000,00

105.71 1 000,00

105.711.000,00

107.951.000,00

9.906.806.000,00

5.000.000,00

4.800.000,00

6l .516.000,00

71.316.000,00

72.125.000,00

l7 632.000,00

500.000,00

90.257.000,00

5.280.000,00

1.200.000,00

800.000,00

22.746.000,00

1.200.000,00

31.226.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

12.480.000.00

6.400.000.00

1 .562.773.000,00

1.581 .653.000,00

1.984.000,00

608.000,00

2.592.000,00

ANGGARAN
SEMENTARA

KET

58



7.0't.03.2.02.0002

7.01.03.2.02

7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01 .02.2.04.0001

7.01.02.2.04

7.O1.02.2.01.0002

7.01.02.2.01

7.0't.02

7.01.0.00.0.00.06.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01 .01 .2.09.0006

7.01.01 .2.09.0002

7.01.01 .2.09.0001

7.01.01.2.09

7.01 .01.2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0003

7.01.01.2.08.0002

7.01 .0't .2.08.0001

7.01.01.2.08

7.01 .01 .2.07.0009

7.01.01.2.07

7.01.01.2.06.001 1

7.01 .01 .2.06.0009

7.01.01 .2.06.0008

7.01 .01 .2.06.0006

7.01 .01.2.06.0004

7.01 .01 .2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01.01.2.03

7.01 .01 .2.02.0004

7.01 01.2.02.0002

7

7.01.0't.2.02

7.01.01.2.01.0007

7.01 .01 .2.01 .0001

7.O1.O1.2.O1

7.01.01

7.01 .06.2.01 .0002

7.01.06.2.0'l

7.01.06

KODE

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pem berdayaan Kelurahan

Peningkatan Efektifìtas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Fembangunan di Desa

Koord¡nasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN KALIMANAH

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, B¡aya Pemeliharaan, Pajak dan
PerÞinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, B¡aya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemel¡haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyed¡aan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Ku njunga n Tamu

Penyed¡aan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasí Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

110.000.000,00

282.000.000,00

83.560.000,00

13.000.000,00

96.560.000,00

96.560.000,00

600 000,00

600.000,00

95.222.O00,00

95.222.000,00

9s.822.000,00

3.813.864.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

14.136.000,00

18.435.000,00

26.435.000,00

42.264.O00,O0

1.110.000,00

12.780.000,00

415.000,00

55.399.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

3.240.000,00

5.000.000,00

12.300.000,00

935.000,00

18.908.000,00

1 158.000,00

23.864.000,00

600.000,00

600.000,00

I400.000,00

1.296.000,00

9.420.601 .000.00

9.436.497.000,00

408.000,00

880.000,00

1.288.000,00

9.680.359.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET
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,l,.ltr

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01 .O2.2.O4.OOO'|

7.01.02.2.04

7.01.02.2.01

7.O1.02

7.01.0.00.0.00.07.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7

7.01 .01 .2.09.0002

7.01.01 .2.09

7.01 .01.2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0003

7.01 .01 .2.08.0002

.2.08

7.01.01 .2.06.0011

7.01 .0't .2.06.0009

.2.06.0008

7.01 .01 .2.06.0006

7.01 .01.2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01

7.01 .01.2.03

7.0 t.01

7.01 .01 .2.02.0002

7.O1 .01 .2.02.0001

7

7.01.0't.2.01

7.01 .01 .2.01.0001

7.0'1.01.2.O'l

.01

7.01 .05.2.01 .0003

7.01

7.01.05

7.01 .04.2.O1 .0002

7.01 .04.2.01

7.01.04.2.01

7.01.04

7.01.03.2.02.0004

7.01 .03.2.02.0003

KODE

Peningkatan Partis¡pasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Ti ngkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintaha
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN KUTASARI

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

n Jasa Peralatan dan n ntor

Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik

n asa ng Urusan

Dukungan Pelaksanaan
pada SKPD

n Berbasis

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKpD

Tamu

n han Bacaan dan Peraturan ngan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

lnstalasi rangan Bangunan
Kantor

Administrasi Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKpD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaen Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Admi Perangkat

Evaluasi Kinerja Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan,
Daerah

PENU EMERINT
KABUPATEN/KOTA

Persatuan dan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kèpala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN L'ffi
UMUM

Harmonisasi Hubungan denga n I oKoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Negara Republik Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Penyelenggaraan n dan
Ketert¡ban Umum

N DAN
UMUM

Kelurahan

Masyarakat an

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

16.000.000.00

75.300.000,00

75.300.000,00

1.000.000,00

1.0p0.000,00

98.151 .000,00

98.151.000,00

99.151 .000,00

1.760.392.000,00

5.000.000,00

5.000 000,00

87.000.000,00

89.100.000,00

21 .732 000,00

3.250.000,00

14.478.000,00

37.060.000,00

4 500.000,00

3.500.000,00

11.840.000,00

500.000,00

20.000.000,00

1.100.000,00

26.052.000,00

450.000,00

450.000,00

5.300.000.00

1.000.000,00

3.303.184.000,00

3.314.184.000,00

750.000,00

750.000,00

1.500.000,00

3.562.4 82.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

7.000.000,00

34 000.000,00

41.000.000,00

41.000.000,00

2.000 000,00

140.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

I

\
I

I

I
I

t1

I
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7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01 .02.2.04.0001

7.01.02.2.04

7.01.02.2.01.0002

7.01.02.2.01

7.01.02

7.01.0.00.0.00.08.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01 .01.2.09.0006

7.01 .01 .2.09.0001

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0003

7.0

7.01 .01 .2.08.0001

7.01.0',t.2.08

7.01 .01 .2.06.001 1

7.01 .01.2.06.0009

7.01 .01.2.06.0008

7.01 .01 .2.06.0004

7.0 1 .01 .2.06.0001

7.01.01.2.06

7 01.01.2.03.0006

7.0'1.0't.2.03

7.01 .01

7.01 .01

7.O1 .01 .2.02.0001

7.01.01.2.O2

7.01.O1.2.01.0007

7.01 .01 .2.01 .0001

7.01.01.2.01

7.01.01

7.0'l .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7

7.01 .04.2.0't .0001

7.01.04.2.01

7.0't.04

7.01 .03.2.01 .0003

KODE

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

T DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN MREBET

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin La¡nnya

Penyed¡aan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyed¡aan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Admin¡stras¡ Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Adm¡n¡stras¡ Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi.Kinerja perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Penugasan Kepala Daerah

Umum Sesuai

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyeleng garaan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

KOORDINASI KETERTIBAN
UMUM

Pen ingkata n Efektifitas Keg iata n Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

91.848.000,00

11.900.000,00

103.748.000,00

103.748.000,00

808 000,00

808.000,00

'108.676.000,00

108.676.000,00

109.484.000,00

2.049.289.000,00

4.000.000,00

2.760.000,00

87.780.000,00

94.540.000,00

124.392.000,00

1.000.000,00

26.269.000,00

300.000,00

151 .961 .000,00

2.200.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

12.000.000,00

1.000.000,00

19.200.000,00

600 000,00

600.000,00

15.500.000,00

6.530.000,00

1.249.645.000,00

1.271 .675.000,00

605.000,00

660.000,00

1.265.000,00

1.539.241.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

21.000.000,00

2.000.000,00

23.700.000,00

25.700.000,00

25.700.000,00

59.300.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRo)
KET

6I



rJl

7.O1.O4

7.01 .03.2.01.0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.O1.O3.2-O1

7.01.03

7.0'l .02.2.01 .0002

7.01.02.2.01

7.O1.O2

7.01.0.00.0.00.09.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01 .01 .2.09.0006

7.01 .01 .2.09.0002

7.01.01 .2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0003

7

7.01.01.2.08

7.01 .01 .2.06.001 1

7

7.01.01 .2.06.0006

7.01 .01 .2.06.0004

7.01 .01

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

.2.03

7.01.O1.2.02.0004

7.0't.o1.2.02.0002

7.01.01.2.02.0001

7.01

7.01.01.2.01.OOO7

7.01 .01 .2.01

7.U.41.2.01

7.01.01

7.01.06.2.01 .0002

7-01.06.2.01

7.01.06

7.01 .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01 .04.2.01 .0002

7.O1-04.2.01.0001

7.O1.04.2.01

7.01.04

KODE

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Pen¡ngkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Peningkatan EfeKifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koord¡nasi Penyelenggaraan Keg¡atan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN BOBOTSARI

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan
Pemerintahan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKpD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Adm Milik Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan,
Daerah

garan, dan

RAM AHAN
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi, dan Koordinasi
Pengawasan Pemerintahan Desa

PEMBI PEME
DESA

Pembinaan an dan Kesatuan Bangsa

Urusan Umum Sesua
Penugasan Kepala Daerah

GGARAAN AHAN
UMUM

Harmon Hubungan dengan dan Tokoh

Sinergitas n n Negara Rep es¡a, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

i Upaya Penyelenggaraan dan
Ketertiban Umum

PROGRAM
UMUM

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

26.200.000,00

67.590.000,00

6.000.000,00

73.590.000,00

73.590.000,00

126.430.000,00

126.430.000,00

126.430.000,00

1.681 .787.000,00

2.328 000,00

1.072.000,00

83.056.000,00

86.4s6.000,00

80.928 000,00

420.000,00

49.339.000,00

130.687.000,00

2.640.000,00

500.000,00

432.000,00

7.932.000,00

192.000,00

11.696.000,00

720.000,00

720.000,00

15.960.000,00

600.000,00

1.537.248.000,00

1.553.808.000,00

648.000,00

296.000,00

944.000,00

1.784.31 1 .000,00

6.856.000,00

6.856.000,00

6.856.000,00

19.272.000,00

19.272.000,00

19.272.000,00

2.463.000,00

23.155.000,00

25.618.000,00

8.000,00

ANGGARAN
SEMENTARA

KET

l

i

I

\

ì
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¡

7.01.04

7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.O't O2.2.04.OOO1

7.01.02.2.04

7.01 .02.2.01.0002

7.01.02.2.01

7.01.02

7.01.0.00.0.00.1 0.0000

7.01 .01 .2.09.0006

7.01 .01.2.09.0002

7.01.01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0002

7.01 .01.2.08.0001

7.01.01.2.08

7.01 .01 .2.06.001 'l

7.01 .01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0004

7.01 .01.2.06.0001

7.01.01.2.06

7.O1 .01

7.01.01

7.01 .01.2.02.0004

7.01.01.2.02.0002

7.O1 .01 .2.02.0001

7.01.01.2.02

7.01.01.2.01.0007

7.01

7.01.01.2.01

7.01.01

7.01 .06.2.01.0002

7.01.06.2.01

01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.01 .04.2.01 .0002

7.O1.04.2.01 .0001

7.01.04.2.01

KODE

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifìtas Kegiatan Pemberdayaa n Masyarakat d i

Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerinta han di Tingkat
Kecamatan

Koordinas¡ Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARMN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN KARANGREJA

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional ateu Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Pemer¡ntahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Adminístrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang M¡l¡k Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitas¡ Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan
Pengawasan Pemerintahan Desa

DAN
DESA

n dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

ungan dengan Tokoh Agama n

dengan Kepolisian Negara lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penye
Ketertiban Umum

raan Ketenteraman dan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

28.000.000,00

46.045 000,00

5.600 000,00

51.645.000,00

51.645.000,00

640.000,00

640.000,00

84.850.000,00

84.850.000,00

85.490.000,00

1.800.031.000,00

3.472.000,00

82.000.000,00

85.472.000,00

126.792-000,00

20.475.000,00

300.000,00

147.567.000,00

5.000.000,00

3.500.000,00

'12.500.000,00

500.000,00

21.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

15.000.000,00

l0 000.000,00

1.157.728.000,00

1.182.728.000,00

500.000,00

800.000,00

1.300.000,00

1.440.567.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

4.000.000,00

22.200.000,00

26.200.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rn)
KET

\
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7.01.04.2.01 .0002

7.01 .04.2.01 .0001

7.O1-O4.2.O',1

7.01.04

7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01.02.2.04.0001

7.O1.02.2.04

7.01 .02.2.01.0002

7.0'1.02.2.01

7.01.02

7.01.0.00.0.00.1 1.0000

7.0r .01 .2.09.0009

7.01 .01.2.09.0006

7.01 .01 .2.09.0002

7

7.01 .01.2.08.0004

7.0't.0 t.2.08.0002

7.0't.01.2.08

7.0'1.01.2.06.001 1

7.01.01

7.01 .01 .2-06.0004

7.01.01

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01.01.2.03

7.01 .01 .2.02.0004

7.01 .01 .2.02.0002

7.01 .01 2.02.0001

.2.O2

7 .01 .01 .2 01 .0007

7.01.01.2.01 .0001

7.01.01.2.0'l

7.01.01

7.01 .05.2.01 .0003

7

7.01.05

7.01 .04.2.01 .0002

7.01.04.2.0 t.0001

7.O1.04.2.01

KODE

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masvarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasí Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifìtas Kegiata n Pemerintahan d i Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN KARANGANYAR

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin La¡nnya

Penyediaan J-asa Pemeliharaan, B¡aya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kerldaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeri ntahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elekhonik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listr¡ldPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

n dan Tunjangan ASN

Adm Perangkat Daerah

Eval Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat uaeran

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

ùtnergitas a, Tentara
Nasional lndonesia dan h Kecamatan

nasi Upaya dan
KeteÉiban Umum

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.500.000,00

22.200.000,00

26.700.000,00

26.700.000,00

85.293.000,00

3.765.000,00

89.058.000,00

89.058.000,00

355.000,00

355.000,00

87.950.000,00

87.950.000,00

88.305.000,00

1.615.406.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

74.000.000,00

84.000.000,00

60.396.000,00

19.530.000,00

79.926.000,00

5.280.000,00

3.700.000,00

16.699.000,00

1.056.000,00

26.735.000,00

1.440.000.00

1.440.000,00

14.160.000,00

900.000,00

1.397 826 000,00

1.41 2.886.000,00

720.000,00

904.000,00

''t.624.000,00

1.606.61 I .000,00

28.285.000,00

28.285.000,00

28.285.000,00

4.000.000,00

24.000.000,00

28.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

\

I
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i -a ,el

7.01.04.2.01

7.01.04

7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.0't .0001

7.01.03.2.0',1

7.01.03

7.0't.02.2.04.0003

7.O1.02.2.04

7.01 .02.2.01 .0002

7.0'1.02.2.01

7.01.02

7.01.0.00.0.00.1 2.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01 .01 .2.09.0006

7.01 .01 .2.09.0002

7.01.0'1.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0003

7.01 .0't .2.08.0002

7.01 .01 .2.08.0001

7.01.01 .2.08

7.01 .01 .2.06.001 I

7.01.01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0004

06.0001

7.0'l

7.0'l -01 .2.03.0006

7.01

7.01.01.2.02.OOO4

7.01 .01 .2.02

7.01 .01 .2.02.000'l

.01.2.02

7.01 .01 .2.01 .0007

7.01 1

7.01.01.2.01

7.01.01

7.01 .06.2.0'l .OOO2

7.01.06.2.01

7.01.06

7.01

7.01.05.2.01

7.01.05

KODE

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
W¡layah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Kewenangan La¡n yang Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koordinasí Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN.KARANGMONCOL

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peme¡iharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang
Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jasa Komunikasi, Sumber ya dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

n Sistem Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Ba Kantor

n lnstalasi Bangunan

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Daerah pada

Koordinasi dan aan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keuangan Perang

Perangkat Daerah

Penyusunan n

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Tata Pemerintahan

itasi, Pembinaan
Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Ba ngsa

raan Urusan n Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM
UMUM

URUSAN AHAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

21.760.000,00

21.760.000,00

62.480.000,00

10.440.000,00

72.920.000,00

72.920.000,00

640.000,00

640.000,00

98.300.000,00

98.300.000,00

98.940.000,00

1.791 .131 .000,00

650.000,00

1.460.000,00

64.781.000,00

66.891.000,00

81 .353.000,00

3 500.000,00

22.118.000,00

90.000,00

1 07.061 .000,00

2.260.000,00

12.1 75.000,00

12.117.000,00

1.400.000,00

27.952.000,00

300.000,00

300.000,00

14.627.000,00

700.000,00

I .166.936.000,00

1.182.263.000,00

23r.000,00

920.000,00

1.151 .000,00

1.385.618.000,00

750.000,00

750.000,00

750.000,00

24 975 000,00

24.975.000,00

24.975.000,00

ANGGARAN
SEMENTARA

KET

I

I
\

l'
I

\

\
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I ri J.t

7.01.05

7.01.04.2.01.0002

7 .01 .04.2.01 .0001

7.0't.04.2.01

7.01.04

7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.0'1.03.2.01

7.01.03

7.01 .02.2.04.0001

7

7.01 .02.2.01 .0002

7.01.02.2.01

7.01.02

7.0'l

7 .01 .01 .2.09.

7.01 .01 .2.09.0002

7.01 .01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01.01.2.08.0002

7.01.01 .2.08

7.01 1

7.01 .01.2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0004

7.01 .01 .2 06

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

2.O3

7.01.01.2.02.0004

7.O1 .01 .2

7.O1 .01

7.01.01.2.02

7.01.01.2.01.0007

7.01 .O1 .2.01 .0001

7.01.01.2.O1

7.01-O1

7.01 .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

.0002

7.01.04.2.01

KODE

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas Kegiata n Pem berdayaa n Masya rakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Keg¡atan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terka¡t dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Gamat

Penin gkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan d i Ti
Kecamatan

ngkat

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN REMBANG

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
PerÞinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan unikasi, Sumber Daya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Duku
pada

n Pemerintahan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKpD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penera ngan Bangunan
Kantor

Umum

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Barang Milik Daerah

Koordin ksanaan Akuntansi

Penyediaan Pelaksanaan Tugas

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan,
Daerah

nggaran, dan Perangkat

PENUNJANG U ERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Ètangsa

Urusan ntahan Umum
Penugasan Kepala Daerah

AHAN
UMUM

dengan Tokoh

Sinergitas dengan Negara Republik Tentara
Nasional lndonesia dan nstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

21 .136.000,00

6 080.000,00

21 760 000.00

27.840.000,00

27.840.000,00

67.902.000,00

14.442 000,00

82.344.000,00

82.344.000,00

4.468 000,00

4.468.000,00

96.509.000,00

96.509.000,00

1 00.977.000,00

1.929.969.000,00

5.130.000,00

73.412.000,00

78.542.000,00

46.978.000,00

27.292.000,00

74.270.000,00

2.880.000.00

16.280.000,00

6.149.000.00

1.056.000,00

26.365.000,00

2.160 000,00

2.160.000,00

13.056.000,00

11.731.000,00

1 .364.31 5.000,00

1.389.1 02.000,00

'1.024.000,00

2.208.000,00

3.232.000,00

1.573.671.000,00

23.840.000,00

23.840.000,00

23.840.000,00

4.000.000,00

17.760.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (RD)
KET

I

I

I

I

I

1

i
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7.01.05.2.01

7.01.05

7.O',t.O4.2.O1.OOO2

7.O't .O4.2.O1 .0001

7.01.04.2.0'l

7.0',1.04

7.01 .03.2.01.0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.O1 .O2.2.O4.O001

7.01.02.2.04

7.01 .02.2.01 .0002

7.O1.O2-2.O1

7.01.02

7.01.0.00.0.00.1 4.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01.01 .2.09.0006

7.01

7.01.01.2.09

7.01 .01.2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0003

7.01 .01 .2.08.0002

7.01 .0't .2.08.0001

7.01.O1.2.08

7.01 .01 .2.06.001 1

7.01 .01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0006

7.01 .01 .2.06.0004

7.01 .01.2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01.01.2.03

7.01.01.2.02 0004

7.01 .01 .2.02.0002

7.O1 .01 .2.02.0001

7.0'1.01.2.02

7.01

7.01.01.2.01 .0001

7.01.01 .2.01

7.01.01

7.01.05.2.0'1 .0003

7.01.05.2.01

KODE

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektif¡tas Keg iatan Pemberdayaan Masya rakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koord¡nas¡ Keg¡atan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN BOJONGSARI

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyed¡aan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi L¡strildPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaair Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi K¡nerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

19.680.000,00

19.680.000,00

9.600.000,00

r 8.880.000,00

28.480.000,00

28.480.000,00

53 880.000,00

8.000.000,00

61.880.000,00

61.880.000,00

4 000.000,00

4.000.000,00

94.800.000,00

94.800.000,00

98.800.000,00

1.795.041 .000,00

5.800.000,00

1.380.000,00

81 .752.000,00

88.932.000,00

102.420.000.00

1.228.000.00

24.877.000,00

480.000,00

129.005.000,00

5.280.000,00

10.000.000,00

864.000,00

16.658.000,00

1.200.000,00

34.002.000,00

1.440.000,00

1.440.000,00

11.200.000,00

2.879.000,00

1 .428.598.000,00

1.442.677.000,00

512 000,00

1 104 000,00

1.616.000,00

1.697.672.000,00

21 .1 36.000,00

21.136.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

67



7.01 .04.2.01 .0001

7.01.04.2.01

7.01.04

7.01 .03.2.02.0004

7.01 .03.2.02.0003

7.01.03.2.02.0002

7.O1.O3.2.O2

7.01 .03.2.01.0003

7.01.03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.O't.02.2.04.0001

7.01.02.2.04

7.01 .02.2.01.0002

7.O1-O2.2.O',1

7.01.02

7.01.0.00.0.00.1 5.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01 .01 .2.09.0006

7.01.01.2.09.0002

7.01.01.2.09

7.01.01 .2.08.0004

7.01.01.2.08.0002

7.01 .01.2.08

7.01.01.2.06.001 1

7.01 .01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0006

7.01 .01 .2.06.0004

7.01.0 t.2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.O1.01.2.03

7.01 .01 .2.02.0004

7.01 .01 .2.02.OO02

7.01.01.2.02.000'l

7.O1.O1.2.02

7 .01 .01 .2.01.0007

7.01 .01 .2.01 .0001

7.01.01.2.01

7.01.01

7.01 .06.2.O1 .0002

7.01.06.2.01

7.01.06

7.01.05.2.01 .0003

KODE

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal diWilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Evaluasi Kelurahan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Pen ingkatan Efektif¡tas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipas¡ Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan
Pelayanan Perizinan Non Usaha

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektif¡tas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN PADAMARA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional etau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
femerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

23.200.000,00

29.200.000,00

29.200.000,00

2.000.000,00

140.000.000,00

'140.000.000.00

282.000.000,00

51 .300.000,00

14.000.000,00

65.3q0.000,00

65.300.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

'I 14.950.000,00

1 14.950.000,00

1 1 5.950.000,00

2.687.233.000,00

3.880.000,00

1.656.000,00

86.545.000,00

92.081.000,00

173 800.000,00

36.840.000,00

21 0.640.000,00

2.640 000,00

840.000,00

528.000,00

14.325.000,00

756.000,00

19.089.000,00

720.000,00

720.000,00

15.940.000,00

4.000.000,00

1.234.531 .000,00

'1.254.471.000,00

240.000,00

240.000,00

480.000,00

1.577.481.000,00

8.720.000,00

8.720.000,00

8.720.000,00

19.680 000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (RpI
KET
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7.01 .03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.O1.O3.2.O1

7.01.03

7.01 .02.2.04.0003

7.01.02.2.04

7.01 .02.2.O1 .0002

7.O1.02.2.01

7.0'1.02

7.01.0.00.0.00.1 6.0000

7.01.01 2.09.0009

7.01 .01 .2.09.0006

7.01 .01 .2.09.0002

7.01.01.2.09

7.01.01 .2.08.0004

7.01 .01.2.08.0003

7.01 .01 .2.08.0002

7.01 .01 .2.08.0001

7.0'1.0'1.2.08

7.01.01.2.06.001 1

7.01 .01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0008

7.01 .01 .2.06.0006

7.01 .01 .2.06.0004

7.01 .01 .2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01.01.2.03

7.01 .01 .2.O2.O004

7.01.01.2.02.0002

7.O1.O1.2.02.0001

7.01.0't.2.02

7.01 .01 .2.01 0007

7.01 .01.2-01 .0001

7.01-01.2.O1

7.01.01

7.01 .06.2.01.0002

7.01.06.2.01

7.01.06

7.01 .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.01 .04.2.01 .0002

KODE

Peningkatan EfektifÌtas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerlntahan yang Terkait dengan
Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Penlngkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan d i Ti ngkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN PENGADEGAN

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kentor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fas¡l¡tasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyed¡aan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Adm¡nistras¡ Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluas¡ Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerinta ha n Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

49.058.000,00

17.984.000,00

67.042.000,00

67.042.000,00

1.633.000,00

'l.633.000,00

86.400.000,00

86.400.000,00

88.033.000,00

2.082.655.000,00

5.000.000,00

'1.500.000,00

23.600.000,00

33.600.000,00

130 527.000,00

1.400.000,00

16.140.000,00

300.000,00

161.177.000,00

5.500.000,00

2.000.000,00

7.000.000,00

450.000,00

18.205.000,00

1.500.000,00

34.655.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

5.300.000,00

600.000,00

2125.401 .000,00

2.144.746.000,00

400.000,00

925.000,00

1.325.000,00

2.449.903.000,00

1.880.000,00

1.880.000,00

1.880.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

25.000.000,00

6.000.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA lRo)
KET
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7.01.03.2.01 .0001

7.01.03.2.0',1

7.01.03

7.01.02.2.04.0002

7.01.02.2.04

7.O1.02.2.01.0002

7.01.02.2.01

7.01.O2

7.01.0.00.0.00.1 7.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01 .0't .2.09.0006

7.01 .01.2.09.0002

7.01.01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01.01 .2.08.0002

7.O1.O1.2.O8

7.01.01.2.06.001 1

7.0r .01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0006

7.01 .01 .2.06.0004

7.01 .01 .2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01.01.2.03

7.01.01.2.02.OO04

7.O1.O1.2.02.0002

7.0',1.01.2.02.0001

7.0't.01.2.O2

7.01 .01 .2.01 .0007

7.01.01 .2.01.0001

7.0't.01.2.01

7.01.01

7.01.06.2.01 .0002

7.01.06.2.0'l

7.01.06

7.01 .05.2.0't .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.01 .04.2.01.0002

7.01 .04.2.01 .0001

7.01.04.2.01

7.01.04

KODE

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koord¡nas¡ Keg¡atan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Ti ngkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBL¡K

KECAMATAN KARANGJAMBU

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan La¡nnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang M¡l¡k Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Adm¡n¡stras¡ Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administras¡ Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
DESA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PËNYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Ïokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

10 260 000,00

53.000.000,00

53.000.000,00

645.000.00

645.000,00

85.046.000,00

85.046.000,00

85.691.000,00

1.812.619.000,00

3.880.000,00

'1.280.000,00

76.648.000,00

81.808.000,00

123.192.000,00

19.032.000,00

142.224.000,00

5 280.000.00

3.360.000,00

960.000,00

7.748 000,00

1.016 000,00

't8.364.000,00

1.800.000,00

1.800.000,00

7.860.000,00

2 864.000,00

1.621.412.000,00

1.632.136.000,00

1.375.000,00

726.000,00

2.101 .000,00

1.878.433.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

9.600.000,00

1L815.000,00

11 .81 5.000,00

11.815.000,00

4.032.000,00

23.700.000,00

27.732.000,00

27.732.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

70



7.O1.O4-2-O'l

7.01.04

7.01.03.2.01 .0003

7.01 .03.2.01 .0001

7.01.03.2.01

7.01.03

7.01 .02.2.04.0002

7.O1.02.2.04

7.O1.O2.2.O1.OOO2

7.01.02.2.0'l

7.O1.O2

7.01.0.00.0.00.1 8.0000

7.01 .01 .2.09.0009

7.01 .01 .2.09.0006

7.01 .01 .2.09.0002

7.01.01.2.09

7.01 .01 .2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0002

7.01.01.2.08

7.01.01 .2.06.0011

7.01.01 .2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0004

7.0't .01 .2.06.0001

7.01.01.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01 .01.2.03

7.01 .O1 .2.02.0004

7.01 .01 .2.02.0002

7.01.01.2.02.0001

7.01.01.2.02

7.O1 01 .2.01 .0007

7.01 01.2.01 .0001

7.01.0't.2.01

7.01.01

7.01 .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.01.04.2.0',1.0002

7.01 .04.2.01 .0001

7.01.04.2.01

7.O1.O4

7.01 .03.2.01 .0003

KODE

Koordinas i Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas Keg¡etan Pemberdayaan Masyarakát d i

\Mlayah Kecamatan

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan
Nonperizinan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada
Camat

Pen in gkatan Efektifitas Keg iatan Pemerinta ha n di Ti ngkat
Kecamatan

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkät Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN KERTANEGARA

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemel¡haraan Barang Mílik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyed¡aan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi ListriUPenerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Mil¡k Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Urnum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisas¡ Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Koordinasi U paya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat d i

Wilayah Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

25.700.000,00

25.700.000;00

66.332.000,00

6 544 000.00

72.876.000,00

72.876.000,00

51 0.000,00

51 0.000,00

83.900.000,00

83.900.000,00

84.410.000,00

1.661.531 .000,00

4.268.000,00

1.136.000,00

67.429.000,00

72.833.000,00

106.260.000,00

18.930.000,00

125.190.000,00

5.280.000,00

3.700.000,00

13.957.000,00

1.056.000,00

23.993.000,00

1 440.000,00

1.440.000,00

13 740.000.00

900.000.00

1.384 224.000.00

1.398.864.000,00

720.000,00

904 000,00

1.624.000,00

1.623.944.000,00

25.784.000,00

25.784.000,00

2s.784.000,00

2.240.000,00

21 .960.000,00

24.200.000,00

24.200.O00,00

42.740.000,00

PLAFON
ANGGARAN
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8.01.03.2.01

8.01.03

8.01 .02.2.01.0005

8.01 .02.2.01 .0004

8.01 .02.2.01 .0001

8-O1.O2-2-O1

8.01.02

8.01.0.00.0.00.0't.0000

8,01

I
7.01 .01 2 09.0006

7 01 .01 .2.09.0002

7.01.01.2-09

7.01 .01.2.08.0004

7.01 .01 .2.08.0002

7.01.01 .2.08

7.0r.01.2.06.001 1

7.01 .01.2.06.0009

7.01 .01 .2.06.0008

7.01 .01 .2.06.0006

7.0't.0 t.2.06.0004

7.01.01 .2.06.0001

7.01.0'1.2.06

7.01 .01 .2.03.0006

7.01.01.2.03

7.01 .01 .2.02.0004

7.01 .O1 .2.02.0002

7.O1.O1.2.02.0001

7.0't.01.2.o2

7.01.01.2.0't.OOO7

7.01 .01 .2.01 .0001

7.01.01

7.01 .05.2.01 .0003

7.01.05.2.01

7.01.05

7.01 .04.2.01 .0002

7 0l .04.2.01 .0001

KODE

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan S¡tuas¡ Pol¡t¡k

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN
LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang ldeologi
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah
Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ldeologi Wawasan Kebangsaan,
Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

Penyusunan Program Kerja di Bidang ldeologi Wawasan
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal lka dan Sejarah Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang ldeoloþi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan
Pemerintahan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Daerah

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyed¡aan Behan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaan Administras¡ Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik lndonesia, Tentara
Nasional lndonesia dan lnstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

30.813.864.000,00

30.813.864.000,00

5.000.000,00

472.721.000,00

25.800 000,00

503.521.000,00

503.521.000,00

36.1 1 5.822.000,00

36.1 1 5.822.000,00

4.020.000,00

74.752.000,O0

78.772.000,00

66.996.000,00

19.321.000,00

86.317.000,00

2.200.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

990.000,00

15.522.000,00

800.000,00

26.512.000,00

600.000,00

600.000,00

14.900.000,00

3.640.000,00

1.242.544.000,00

1.261.084.000,00

250.000,00

250.000,00

500.000,00

1.453.785.000,00

24.760.000,00

24.760.000,00

24.760.000,00

3.500.000,00

22.200 000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA fRoì
KET
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8.01.01

I 01.06.2.01.0006

8.01 .06.2.0'1 .0005

8.01 .06.2.01 .0004

8.01 -06.2.0r .0001

8.01.06.2.01

8.01.06

8.01 .05.2.0r .0005

8.01 .05.2.01 .0004

8.0'l .05.2.01 .0003

8.01 .05.2.01 .0001

8.01.05.2.01

8.01.05

8.01.04.2.01 0005

8.01.04.2.01 .0003

8.01 .04.2.01.0001

8.01.04.2.01

8.01.04

8.01 .03.2.01 .0005

8.01 .03.2.01 .0004

8.01 .03.2.01 .0003

KODE

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Monitor¡ng, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama lntelijen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
lntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspedaan, serte Penanganan Konflik di
Daerah

Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja
Sama lntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagu naan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan
di Daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas,
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Perumusan Kebuakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan
Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organ¡sas¡
Kemasyarakatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan S¡tuas¡
Politik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Peruakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

2.529.866.000,00

300.000.000,00

62.750 000,00

420.550.000,00

51 '1 .721.000,00

1.295.021.000,00

1.295.021.000,00

2.500.000,00

13.875.000,00

140.100.000.00

40.675 000.00

197.1 50.000,00

197.1 50.000,00

5.000 000,00

498.100 000,00

273.300.000,00

776.400.000,00

776.400.000,00

5.000.000,00

50.000.000,00

30.758.864.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

I5



8.0'l .01 .2.09.0009

8.01.01 .2.09.0006

8.01 .0r .2.09.0002

8.01.01.2.09

8.01 .01.2.08.0004

8.01 .01 .2.08.0003

8.01 .01 .2.08.0002

8.01 .01 .2.08.0001

8.01.01.2.08

8.01 .0't .2.06.001 1

8.01 .01 .2.06.0009

8.01 .01 .2.06.0008

8.01 .01 .2.06.0006

8.01 .01 .2.06.0004

8.01 .01 .2.06.0001

8.01.01 .2.06

8.01 .01 .2.05.0009

8.01.01.2.05

8.01 .01 .2.03.0006

8.01.01.2.03

8.01.01 .2.02.0004

I
E.01 .0't -2.02.0001

8.01.01.2.02

8.01 .01 .2.01 .0007

8.01.01 .2.01.0001

8.01 .01.2.01

KODE

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyed¡aan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyed¡aan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Penyediaa n Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, SKPD, PROGRAM,
KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

4.484.000,00

4.841.000,00

145.000.000.00

154.325.000,00

207.588.000,00

6.143.000,00

61.320.000,00

400.000,00

275.451.000,00

2.950.000,00

2.928.000,00

11.984.000,00

1.200.000,00

25.000.000,00

1.600.000,00

45.662.000,00

24.000.000,00

24.000.000,00

2.656.000.00

2.656.000,00

24.688.000,00

60.367.000,00

'1 .939.023.000,00

2.024.078.000,00

'1.828.000,00

1 866.000,00

3.694.000,00

PLAFON
ANGGARAN

SEMENTARA (Rp)
KET

B. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan

Belanja Transfer

Plafon anggaran sementara belanja urusan sesuai kewenangan terdiri dari plafon

anggaran sementara untuk belanja operas¡ dan belanja modal. Belanja operasi

terdiri dari belanja pegawa¡, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja

bantuan sosial, dan belanja barang dan jasa.

Plafon anggaran sementara belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar

Rp.2.077.t96.268.000,00, yang penggunaanya dialokasikan untuk belanja operasi

Rp.L.521-.458.086.100,00, belanja modal sebesar Rp.L46.078.860.900,00, belanja

tidak terduga Rp.2.000.000.000,00 dan belanja transfer Rp.406.697.322.000,00.

Secara lebih lengkap, r¡ncian plafon anggaran sementara untuk belanja Daerah

Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam Tabel lV.2 berikut ini:
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Tabel |V.2.
Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun 2024

4

3

4

3

2

L

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bagi Hasil

Belanja Transfer

Belanja Tidak Terduga

Belanja Modal

Belanja Operasi

398.374.362.000

9.284.959.000

407.659.321.000

2.000.000.000

746.078.860.900

t.52L.458.086.100
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V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan

/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Rencana Pembiayaan

daerah Tahun Anggaran 2024 berisikan tentang proyeksi Penerimaan Pembiayaan

Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

A. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar

Rp.59.000.000.000,00. Sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari

perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023 serta pencairan Dana

Cadangan Pilkada.

B. Pengeluaran Pembiayaan daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam PPAS Tahun Anggaran 2024 dianggarkan

sebesar Rp.3.300.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut digunakan untuk

penyertaan modal (lnvestasi) daerah. Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran

pembiayaan tersebut, maka terdapat pembiayaan netto sebesar

Rp.55.700.000.000,00. Secara lebih rinci, Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun

Anggaran 2O24 dapat dilihat pada tabelV.L.

TabelV.1.

Rincian Pfafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran2024

2.2

2.L

2

1.3

1.7

t

Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo

Pengeluaran Pembiayaan

JU MLAH PETYERIMAAN PEMBIAYAAN

Pencairan Dana Cadangan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
(siLPA)

Penerimaan pembiayaan

PEMBIAYAAN DAERAH

3.300.000.000

59.000.000.000

6.000.000.000

53.000.000.000
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V]. PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2024 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rencana Pendapatan Daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2O24 ini disusun berdasarkan asumsi dan informasi sementara, sehingga

rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut sangat mungkin mengalami

perubahan. Ofeh karena itu dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, apabila

terdapat perubahan alokasi pendapatan maupun terdapat kegiatan mendesak yang

menyebabkan adanya perubahan belanja, dapat dilakukan penyesuaian tanpa merubah

kesepakatan PPAS T A 2024.

Purbalingga, 3I lu]i 2023

BUPATI PURBAUI{GGA PIMPINAN

DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBAUNGGA

selaku

PERTAMA,

I

ING P_!y\TlWl, S., B.Econ., M.M.

H. AMAN WALIYUD¡N, S.E.. M.S¡
KETUA

Hi. TENNY JUII,AWATY. S.E.

WAKÍL KETUA

H. ADI YUWONO. S.H.

WAKIL KETUA

AL
a
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